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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridho-Nya,
laporan kinerja Tahun 2021 dapat diselesaikan. Direktorat Jenderal Kesehatan
Masyarakat sebagai berkewajiban untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu membuat Laporan Kinerja yang menggambarkan
kinerja yang dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan yang menggunakan APBN.

Penyusunan laporan kinerja telah mengacu pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Permenpan) Nomor 53 tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini memuat informasi kinerja
yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
selama satu tahun anggaran. Secara garis besar laporan berisi informasi tentang tugas
dan fungsi organisasi; rencana kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan Rencana
Stategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2021-2024, disertai dengan faktor
pendukung dan penghambat capaian, serta upaya tindak lanjut yang dilakukan. Seluruh
kegiatan yang mendukung program kesehatan masyarakat telah berhasil dilaksanakan
sesuai dengan rencana Tahun 2021, meskipun harus dilakukan berbagai penyesuaian
langkah dan strategi akibat adanya pandemi COVID-19 yang telah merubah pola kerja
karena adanya pembatasan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini,
masukan dan saran membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dan
penyempurnaan penyusunan laporan di masa mendatang. Semoga laporan ini
bermanfaat bagi kita semua dan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan dan
pengembangan program di masa mendatang.
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan dalam PermenPAN Nomor 53 tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Direktorat

Jenderal Kesehatan Masyarakat menyusun laporan kinerja (LAKIP)

sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan
pada tahun 2021.

Pembangunan kesehatan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan masyarakat
sehat yang dinilai melalui beberapa indikator pembangunan kesehatan. Sesuai kegiatan
pada RPIJMN 2021-2024, Program Kesehatan Masyarakat fokus pada penurunan angka
kematian ibu, angka kematian bayi, prevalensi kekurangan gizi dan prevalensi stunting,
yang kemudian diikuti dengan indikator-indikator lainnya.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan 2020-2024. Pengukuran Kkinerja dilakukan dengan
membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing
indikator kinerja yang telah ditetapkan perjanjian kinerja. Melalui pengukuran kinerja
diperoleh gambaran pencapaian masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti
dalam perencanaan kegiatan di masa mendatang agar lebih berhasil guna dan berdaya
guna.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2021 antara Menteri Kesehatan dengan
Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja Program dengan capaian sebagai berikut: (1)
Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PF) dengan capaian sebesar
90,28% dari target 89%, (2) Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) sebesar
8,7% dari target 14,5%, (3) Peningkatan Desa Kelurahan dengan Stop Buang Air Besar
Sembarangan (SBS) sebesar 50,23% dari target 50%, (4) Persentase Kabupaten/ Kota
yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebesar
45,14% dari target 35%. Indikator kinerja utama Program Kesehatan Masyarakat

dilaksanakan di tingkat Puskesmas
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Realisasi anggaran cut off 10 Januari 2022 Direktorat Jenderal Kesehatan
Masyarakat menurut kewenangan adalah sebagai berikut: kantor pusat sebesar 95,54%;
kantor daerah 96,90% dan dekonsentrasi 93,57%. Pandemi Covid-19 masih menjadi
tantangan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran
Tahun 2021. Kebutuhan anggaran untuk mengatasi pandemi Covid -19 mengakibatkan
terjadi beberapa kali efisiensi /refokusing anggaran di lingkungan Kementerian

Kesehatan termasuk Ditjen Kesehatan Masyarakat.

Jakarta, Januari 2022

PIt. Direktur Jenderal
Kesehatan Masyarakat

(e

drg. Murti Utami, MPH, QGIA, CGCAE
NIP 196605081992032003
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BAB | PENDAHULUAN

B. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya, senantiasa membangun akuntabilitas yang dilakukan melalui
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas
dan terukur. Diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
kesehatan dapat berlangsung dengan bijaksana, transparan, akuntabel, efektif,
dan efisien.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 prinsip-prinsip good
governance sebagaimana dimaksud, merupakan upaya implementasi
pengaturan pelayanan publik yang dapat disinergikan dengan asas
kepemerintahan yang baik, demi terpenuhinya standar pelayanan minimal yang
disyaratkan agar dapat memenuhi harapan masyarakat, sehingga tercapai
optimalisasi pelayanan publik yang berkualitas dan berhasil guna.

Sesuai dengan RPJMN 2021-2024, terdapat 7 agenda Pembangunan
Nasional. Pada agenda ke 3 (tiga) Pembangunan Nasional diantaranya
meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, maka
sektor kesehatan harus fokus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju
cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan
kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya
promotif dan preventif, dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi. Strategi yang
digunakan untuk mencapai hal tersebut adalah (1) Peningkatan kesehatan ibu,
anak, KB dan kesehatan reproduksi; (2) Percepatan perbaikan gizi masyarakat;
(3) Peningkatan pengendalian penyakit; (4) Penguatan Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat (Germas), (5) Penguatan Sistem Kesehatan Pengawasan Obat dan
Makanan.

Kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun
2020-2024 yang ditetapkan dengan Nomor 21 Tahun 2021 terkait dengan

Program Kesehatan Masyarakat berfokus pada penurunan angka kematian ibu,
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angka kematian bayi, penurunan prevalensi stunting dan wasting pada balita
yang kemudian diikuti dengan indikator-indikator pendukung.

Pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan kewenangan dalam
penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut sebagai salah satunya yang
diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja. Laporan kinerja ini akan
memberikan gambaran pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Kesehatan
Masyarakat dalam satu tahun anggaran beserta dengan hasil capaian indikator
kinerja dari masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Direktorat
Jenderal Kesehatan Masyarakat di tahun 2021.

Sasaran Program Kesehatan Masyarakat dalam Perjanjian kinerja yang
ditandatangani Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat dengan Menteri
Kesehatan adalah meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan
kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat melalui 4 (empat) indikator
kinerja program, yaitu; persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan
(PF), persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK), persentase
desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS), persentase

Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

C. Maksud dan Tujuan
Penyusunan laporan kinerja Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pada tahun 2021 dalam
mencapai target dan sasaran program seperti yang tertuang dalam rencana
strategis, dan ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja Direktorat Jenderal

Kesehatan Masyarakat oleh pejabat yang bertanggungjawab.

D. Visi, Misi dan Strategi Organisasi
1. Visi dan Misi
Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020 — 2024, visi dan misi

Kementerian Kesehatan mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia.
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Visi Presiden 2020 - 2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri

dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”.
Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 misi pembangunan yaitu:

. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya saing
Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa

- ®O Q 0 T o

Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada

«

Seluruh Warga
h. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

I. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

2. Strategi Pembangunan Kesehatan Masyarakat

Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada penguatan upaya
kesehatan dasar (Primary Health Care) yang berkualitas terutama melalui
peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan sistem
kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan. Strategi pembangunan
kesehatan masyarakat tahun 2020-2024 meliputi:
a. Peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat semesta
b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
c. Penguatan pemberdayakan masyarakat

d. Penguatan tata kelola program, manajemen dan klinis

w

. Tujuan dan Sasaran Ditjen Kesehatan Masyarakat

Sasaran program Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat mengacu pada Renstra
Kemenkes 2020 - 2024 yaitu meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan
pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat. Tujuannya adalah
peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup dengan

melakukan kegiatan sebagai berikut:
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1. Pembinaan gizi masyarakat dengan sasaran meningkatnya perbaikan gizi
masyarakat,

2. Pembinaan Kesehatan Keluarga dengan sasaran meningkatnya akses dan
kualitas upaya kesehatan keluarga,

3. Penyehatan Lingkungan dengan sasaran meningkatnya penyehatan dan
pengawasan kualitas lingkungan,

4. Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga dengan sasaran
meningkatnya upaya kesehatan kerja dan olahraga,

5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan sasaran
meningkatnya pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan kepada
masyarakat, dan

6. Program Dukungan Manajemen dengan sasaran meningkatnya koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen

Kementerian Kesehatan

4. Indikator Kinerja
Indikator kinerja Ditjen Kesehatan Masyarakat, yaitu:
a. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF);
b. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK).
c. Persentase desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS).
d. Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan Kkebijakan Gerakan

Masyarakat Hidup Sehat.

E. Tugas Pokok dan Fungsi
Sesuai dengan Permenkes Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan, mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat,
menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, perbaikan gizi masyarakat, serta

promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
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2. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga,
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, perbaikan gizi
masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan
kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga,
perbaikan gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat;

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kesehatan
keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, perbaikan
gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kesehatan
keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, perbaikan
gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat; dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Fungsi tersebut dilaksanakan dengan susunan organisasi Direktorat Jenderal
Kesehatan Masyarakat yang terdiri atas:

Sekretariat Direktorat Jenderal;

Direktorat Kesehatan Keluarga;

Direktorat Kesehatan Lingkungan;

Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga;

Direktorat Gizi Masyarakat; dan

o gk wbd e

Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Di samping direktorat teknis di pusat, Direktorat Jenderal Kesehatan
masyarakat juga membina beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah,
antara lain:

1. Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM) Bandung;
2. Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat (BKTM) Makassatr;
3. Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat (LKTM) Palembang.
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F. Potensi dan Permasalahan

Potensi dan permasalahan pembangunan kesehatan akan menjadi input dalam
menentukan arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan. Saat ini
Perkembangan terbaru membuktikan bahwa manajemen tidak cukup hanya
memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien.
Diperlukan instrumen baru, pemerintahan yang baik (good governance) untuk
memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik. Selain itu, budaya organisasi
turut mempengaruhi penerapan pemerintahan yang baik di Indonesia.

Adanya permasalahan pelaksanaan Program Kesehatan Masyarakat dengan
menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, sebagai berikut:

1. Kekuatan (Strength) dalam Program Kesehatan Masyarakat diantaranya:

a. Komitmen tinggi dalam pencapaian program prioritas nasional

Pembiayaan semakin meningkat
Regulasi sudah mendukung program kesehatan masyarakat
Pemanfaatan informasi dan teknologi meluas

Selama 5 tahun berturut turut mendapatkan WTP

-~ o o 0o T

Tersedianya NSPK yang mendukung Program Kesehatan Masyarakat

2. Kelemahan (weakness) dalam program Kesehatan Masyarakat, diantaranya:
Distribusi dan kompetensi SDM belum merata dan memadai

Kurang optimalnya penyerapan anggaran

Keterbatasan sarana dan prasarana

Kurangnya pelatihan SDM

Beban kerja yang berlebihan

-~ o 2 0 T p

Lemah dalam kepatuhan pada standar program

Pemantauan program belum memadai

= «Q

Belum terintegrasinya sistem informasi kesehatan

. Perencanaan internal program belum optimal
j. NSPK belum sinkron

3. Kesempatan (opportunity) dalam program Kesehatan Masyarakat,
diantaranya:

a. Dukungan lintas sektor/Kementerian/Lembaga
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Pengelolaan anggaran sudah semakin efektif, efisien dan transparan
Komitmen global bidang kesehatan

Otonomi daerah

Kebijakan SPM daerah

Meningkatnya inovasi program kesehatan di daerah

-~ ® oo T

Banyaknya tersedia dana untuk kesehatan dari lintas sektor (dana desa)

= «Q

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan semakin meningkat.

4. Ancaman (threat) dalam program Kesehatan Masyarakat, diantaranya:
Masih tingginya kematian ibu, bayi dan masalah gizi

Pergeseran gaya hidup

Pergeseran pola penyakit

Tingginya ego program dan ego sektor

Perencanaan program pusat dan daerah belum sinkron

-~ ® a0 T p

Pemanfaatan dana operasional kesehatan masih fokus pada pengadaan

Sistem pengelolaan keuangan daerah yang rumit

= Q

Kebijakan kepala daerah yang belum mendukung prioritas nasional
kesehatan

i. Fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia belum berkualitas

J. Rendahnya perilaku masyarakat hidup sehat

k. Ancaman wabah
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BAB || PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat telah ditetapkan
pada tanggal 28 Januari 2021; yang memuat dokumen pernyataan kinerja/perjanjian
kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu dan
dengan didukung sumber daya yang tersedia.

Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan menjadi kesepakatan yang
mengikat untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan yang menjadi bagian dari
upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat
Indonesia. Perjanjian penetapan kinerja tahun 2021 yang telah ditandatangani oleh
Plt. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat dan Menteri Kesehatan berisi Indikator

Kinerja Program Kesehatan Masyarakat.

Gambar 1. Perjanjian Kinerja Ditjen Kesehatan Masyarakat

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

judkan target

Jakarta, 28 Januari 2021

/
ottt _ et

Budi G. Sadikin drg. Kartini Rustandi, M.Kes

NIP 19630407 1987122001
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

Sasaran Program/Keglatan

Indikator Kinerja

(1) 2)
1.

(3)

1

F di fasilitas
pelayanan kesehatan (PF)

Persentase Ibu Hamil Kurang Energl
Kronis (KEK)

. Persentase Kabupaten/Kota yang |

Persentase desakelurahan Stop
Buang air besar Sembarangan (SBS)

menerapkan kebijakan gerakan
masyarakat hidup sehat

g8 § %

Program

1. Program Pembinaan Kesehatan
Masyarakat

2. Program Dukungan Manajemen

Budi G. Sadikin

Anggaran
Rp. 1.778.171.067.000
Rp. 202.474.227.000

Jakarta, 28 Januari 2021
Pihak Pertama,

e

drg. Kartini Rustandi, M.Kes
NIP 19630407198712200
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B. Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan
menurunnya angka kematian ibu, angka kematian bayi, Program Kesehatan
Masyarakat memiliki kegiatan-kegiatan yang diukur melalui 4 (empat) Indikator
sebagi berikut:

1. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF);

2. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK).

3. Persentase desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS).

4. Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan Kkebijakan Gerakan

Masyarakat Hidup Sehat.

Keempat indikator ini merupakan target dan tujuan pembangunan berkelanjutan
untuk kesehatan maternal dan neonatal, sebagai berikut:

1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari

70 per 100.000 kelahiran hidup.

2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat
dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian
Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 kelahiran hidup.

Selain itu, kegiatan penyehatan lingkungan berperan serta dalam meningkatkan
penyehatan dan pengawasan lingkungan yang baik. Akses terhadap penyediaan air
bersih, termasuk air minum dan sanitasi yang tidak aman menyebabkan terjadinya
penyebaran penyakit infeksi berbasis lingkungan, seperti diare, disentri, kolera,
hepatitis dan lain-lain. Kejadian penyakit infeksi yang berulang karena penyakitnya
tidak dihilangkan akan menyebabkan gangguan kecukupan gizi yang kronis yang
diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita. Jika kekurangan
asupan gizi kronis pada ibu hamil dan bayi, maka akan menyembabkan terjadinya
ibu hamil kekurangan energi kronik (KEK), termasuk terhambatnya pertumbuhan dan
perkembangan bayi dan balita.

Selain itu diperlukan adanya tindakan yang sistematis dan terencana yang
dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran,
kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup,
maka dilaksanakan kegiatan Germas. Tujuan Germas adalah terciptanya

masyarakat berperilaku hidp sehat, produktif, lingkungan bersih dan mengurangi
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biaya berobat, melalui kegiatan aktivitas fisik, mengonsumsi sayur dan buah, tidak
merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, memeriksa kesehatan secara rutin,

membersihkan lingkungan, dan menggunakan jamban.

Indikator tersebut semuanya berdampak terhadap Program Kesehatan
Masyarakat (impact atau outcome). Dalam rangka peningkatan status kesehatan
masyarakat, indikator yang akan dicapai di akhir tahun 2024, yaitu:

1. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) sebesar 95%.

2. Persentase desal/kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan

(SBS) sebesar 80%.
3. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) sebesar 10%
4. Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat

hidup sehat sebesar 50%.

Tabel 1. Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Tahun 2021

1. Persentase ibu bersalin di
fasilitas pelayanan kesehatan 89
(PF)

2. Persentase ibu hamil Kurang

Meningkatnya ketersediaan dan Energi Kronik (KEK)

Keterjangkauanpelayanan 3. Persentase desa/ kelurahan

kesehatan yang bermutu bagi Stop Buang air besar 50

seluruh masyarakat Sembarang (SBS)

4. Persentase Kabupaten/ Kota
yang menerapkan kebijakan
gerakan masyarakat hidup
sehat

14,50

35
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BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan 2020-2024. Pengukuran capaian Kkinerja organisasi
dilakukan dengan membandingkan target dari masing — masing Indikator Kinerja
Program yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Melalui pengukuran kinerja
diperoleh gambaran pencapaian masing-masing indikator sehingga dapat
ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan di masa yang akan datang agar setiap
kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Capaian
Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat Tahun 2021 dapat dilihat sebagai
berikut :

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat Tahun 2021

Target | Realisasi | Capaian

Sasaran Indikator Indikator il ikator et

Persentase ibu bersalin di
fasilitas pelayanan 89% 90,28% | 101,44%

Meningkatnya | kesehatan (PF)

ketersediaan dan | Persentase ibu hamil Kurang

0, [0) 0,
Keteriangkauan | Energi Kronik (KEK)* 14,50% | 8,7% 140%

pelayanan Persentase Desa/Kelurahan
kesehatan yang | dengan Stop Buang Air 50% 50,23% | 100,46%
bermutu bagi Besar Sembarangan (SBS)
seluruh Persentase Kabupaten/Kota
masyarakat yang menerapkan kebljgkan 35% 4514 % | 128.97%
Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat

*Indikator persentase Bumil KEK merupakan indikator negatif, dimana target capaian yang

diharapkan di bawah angka yang ditentukan.

Dari 4 (empat) indikator kinerja Program Kesehatan Masyarakat semua indikator

telah melampaui target. Gambaran atas keberhasilan dan hambatan atas
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pencapaian indikator kinerja Program Kesehatan Masyarakat pada tahun 2021
dijelaskan pada 4 (empat) indikator di bawabh ini:
1. Persentase ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)

Berdasarkan berbagai kajian kesehatan seperti Riskesdas 2018, masih
banyak wanita usia subur yang memiliki masalah kesehatan seperti kegemukan,
hipertensi pada perempuan, kawin sebelum 18 tahun, Kurang Energi Kalori
(KEK), tidak menggunakan KB. Hal ini menyebabkan wanita usia subur berada
pada status kondisi tidak layak hamil. Dengan berbagai masalah status
kesehatan tersebut yang menyebabkan terjadinya peningkatan risiko dan
komplikasi pada ibu hamil/bersalin/nifas maka pemerintah berupaya untuk
mendorong ibu untuk bersalin di fasilitas kesehatan, melalui indikator persalinan
di fasilitas kesehatan. Dengan melakukan persalinan di fasilitas kesehatan
diharapkan ibu bersalin di fasilitas kesehatan yang memiliki SDM yang
kompeten, sarana dan prasarana sesuai standar sehingga ibu dan bayi baru lahir
dapat tertangani secara optimal. Oleh karena itu melalui persalinan di fasilitas
kesehatan maka AKI dan AKB diharapkan dapat turun.

Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan merupakan indikator Renstra
sebagai pengembangan pada tahun 2017 dari indikator persalinan oleh tenaga
kesehatan, sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu
bersalin. Definisi operasional persalinan di fasilitas kesehatan adalah sebaga
berikut:

a. Ibu bersalin yang mendapatkan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan adalah Ibu bersalin yang mendapatkan pertolongan persalinan
oleh penolong persalinan oleh tim minimal 2 (dua) orang terdiri dari Dokter
dan bidan, atau, 2 orang bidan, atau Bidan dan perawat.

b. Fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar adalah Puskesmas, jejaring
dan jaringannya serta Rumah Sakit sesuai standar persalinan antara lain:

- Standar persalinan normal mengacu pada Asuhan Persalinan Normal
(APN)

- Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan
Kesehatan Ibu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan.
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c. Pada Kurun waktu tertentu adalah kurun waktu pelaporan (1 bulan, 3 bulan,
1 tahun).
Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan
Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah sasaran

ibu bersalin yang ada di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu, dikali 100%.

Jumlah ibu bersalin yang
Cakupan mendapatkan pertolongan persalinan

. . oleh tenaga kesehatan di fasilitas
Persalinan di

. pelayanan kesehatan sesuai standar
fasilitas

kesehatan = jumlah sasaran ibu bersalin yang ada * 100%

di suatu wilayah pada kurun waktu

tertentu

a. Analisa Capaian Kinerja

Cakupan pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan
berdasarkan Riskesdas menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun
ke tahun. Berdasarkan data Riskesdas 2007, cakupan pelayanan persalinan di
fasilitas kesehatan menunjukan angka sebesar 41,6%, tahun 2010 sebesar
56,8%, pada tahun 2013 sebesar 70,4% dan pada tahun 2018 sebesar 79,3%.
Meskipun secara nasional trend cakupan PF menunjukkan kecenderungan
yang meningkat, masih terdapat kesenjangan capaian antar wilayah di

Indonesia.
Berdasarkan data rutin, Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan
kesehatan tahun 2021 sebesar 90,28% dari target 89%. Cakupan Persalinan
di Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada tahun 2021 menurut provinsi dapat

dilihat pada grafik berikut.
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Grafik 1 Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2021
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Sumber: Data Komdatkesmas 2021 tanggal 28 Januari 2022

Meskipun secara nasional indikator cakupan pelayanan persalinan di
fasilitas pelayanan kesehatan sudah mencapai target, tetapi ada 19 provinsi
yang belum mencapai target, 2 provinsi diantaranya memiliki cakupan di
bawah 50%, yaitu Papua dan Papua Barat.

Capaian indikator cakupan pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan
kesehatan tahun 2021 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2020,
yaitu dari 81,18% menjadi 90,28% sekaligus mampu mencapai target tahun
2021. Diharapkan trend kenaikan ini akan terus berlangsung sehingga target
tahun 2024 dapat dicapai.
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Grafik 2 Indikator Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Tahun 2020 dan
2021, dan sandingan dengan Target Tahun 2024
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Dengan target indikator kinerja pada tahun 2021 sebesar 89% dan
cakupan indikator 90,28%, maka capaian kinerja indikator pelayanan

persalinan di fasilitas kesehatan tahun 2021 adalah 101,44%.

Grafik 3 Capaian Kinerja Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Tahun 2021
95
Capaian
90,28 Kinerja
90 89 101,44%

85
Target Cakupan

Sumber: Data Komdatkesmas 2021 tanggal 28 Januari 2022

Peningkatan capaian cakupan pelayanan persalinan di fasilitas
pelayanan kesehatan di tahun 2021 yang cukup signifikan, merupakan
dampak dari upaya-upaya yang dilakukan untuk peningkatan cakupan
pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan di masa adaptasi
kebiasaan baru.

Harus diakui bahwa pandemi COVID-19 memiliki dampak besar pada
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terganggunya sistem pelayanan publik, termasuk sistem pelayanan

kesehatan. Pandemi COVID 19 menyebabkan segala sumber daya

pelayanan kesehatan dikerahkan untuk fokus menangani dampak ini.

Terutama di daerah, semua tenaga kesehatan difokuskan untuk tracing,

testing dan vaksinasi, serta optimalisasi tempat tidur perawatan untuk

penanganan COVID 19, disamping adanya pembatasan kegiatan masyarakat

di beberapa wilayah (PSBB) juga berdampak semakin terhambatnya akses

masyarakat, khususnya ibu bersalin pada tenaga kesehatan dan fasilitas

kesehatan. Kondisi tersebut di atas juga berdampak pada pelaporan kegiatan,

di samping kurangnya komitmen untuk melaporkan secara tepat waktu.

Upaya pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan di masa
pandemi adalah dengan:

1) Kegiatan sosialisasi/ orientasi/ peningkatan kapasitas tenaga kesehatan
tetap dilaksanakan dalam bentuk ew. i L
hybrid. Seperti kelas ibu hamil
secara daring, peningkatan
kapasitas dokter dan bidan dalam

pelayanan kesehatan ibu dan bayi

dengan metode blended learning.

2) Pendampingan RS dalam
penurunan AKI dan AKB.

3) Tersedianya Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dan transportasi rujukan
melalui mekanisme DAK Non Fisik untuk mendekatkan akses ke fasilitas
kesehatan

4) Penyediaan Buku KIA sejumlah sasaran ibu hamil. Buku KIA menjadi
sumber informasi, edukasi ibu hamil dan Keluarga salah satunya terkait
edukasi yang mendorong ibu hamil dan Keluarga untuk bersalin di fasilitas
kesehatan

5) Peningkatan pemanfaatan sistem informasi dan pelaporan komdat
kesmas melalui berbagai orientasi/sosialisasi penggunaan aplikasi

kepada pengelola program dan penginput data program
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6) Dilaksanakannya pertemuan evaluasi pelaporan setiap triwulan secara
rutin oleh Direktorat Kesehatan Keluarga kepada penanggungjawab

pelaporan di daerah

b. Faktor Pendukung

Faktor yang mendukung pencapaian indikator di tingkat nasional antara lain:

1) Dukungan lintas program dan lintas sektor, termasuk organisasi profesi
dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi, termasuk terkait persalinan di
fasilitas kesehatan

2) Sudah ada sistem pelaporan pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang
relatif baik karena bersifat riil time

3) Dukungan regulasi dan ketersediaan NSPK pelayanan kesehatan ibu dan
bayi. Pada tahun 2021 telah terbit Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa
Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan,
Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual

4) Adanya dukungan APBN kepada Daerah melalui Dana Dekon, untuk
kegiatan terkait untuk mendorong persalinan di fasilitas kesehatan seperti

pelaksanaan P4K

c. Faktor Penghambat

Terdapat beberapa hal yang dapat menjadi faktor penghambat pencapaian

kinerja indikator Cakupan pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan

kesehatan, antara lain:

1) Distribusi tenaga kesehatan belum merata, khususnya di daerah yang
terpencil, perbatasan dan kepulauan

2) Akses geografis yang sulit untuk mencapai fasyankes yang sesuai standar

3) Pemanfaatan Jampersal yang belum optimal, termasuk pemanfaatan
Rumah Tunggu Kelahiran dan masih adanya hambatan ibu hamil miskin
untuk mengakses

4) Belum semua Fasyankes mampu persalinan memiliki kelengkapan SDM,

ruangan, alat kesehatan untuk siap menerima persalinan 24/7
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5) Terkait pelaporan: Kurangnya kepatuhan Puskesmas dalam pelaporan
kegiatan, serta belum dimanfaatkannya data pelaporan untuk analisis
program

6) Masih Kurangnya pemahaman pengelola program di Dinas Kesehatan
Kab/Kota/Provinsi tentang definisi operasional indikator program dan cara

penginputan data laporan di aplikasi komdat kesmas.

Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki termasuk adanya
pemotongan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 sehingga upaya
efisiensi yang dilakukan yaitu:

1) Memodifikasi kegiatan untuk dilakukan secara virtual, seperti kegiatan
pertemuan sosialisasi dan konsultasi termasuk kegiatan monitoring;

2) Memodifikasi kegiatan orientasi menjadi virtual dan/atau blended learning.

3) Memodifikasi pelayanan dengan mengoptimalkan Pemanfaatan teknologi
informasi dalam bentuk kelas online, webinar, WA group, media belajar
lainnya, maupun pemantauan tumbuh kembang anak (google form, aplikasi
M-KIA), janji temu di fasyankes atau layanan non tatap muka (telekonsultasi,
kunjungan virtual, dan lain-lain).

4) Optimalisasi pemantauan kesehatan masyarakat secara mandiri, seperti
pemanfaatan buku KIA sebagai instrument pemantauan kesehatan ibu hamil

sampai dengan Balita.

2. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)

Asupan gizi yang adekuat pada ibu hamil merupakan faktor penting untuk
menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi ibu pada saat hamil. Jika kebutuhan gizi
ibu baik dari segi jumlah dan kualitas tidak terpenuhi maka kenaikan berat badan
ibu dan janin akan susah bertambah. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko
kesehatan bagi ibu dan bayi yang kan dilahirkan. Ibu hamil dengan status gizi
dan kesehatan yang kurang baik berisiko melahirkan bayi premature, berat
badan lahir rendah dan meningkatkan risiko kesakitan dan kematian bagi ibu dan

bayinya.
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Masalah gizi yang umum terjadi pada ibu hamil adalah masalah kekurangan
gizi, baik kurang gizi makro maupun mikro yang termanisfestasi dalam status
kurang energi kronik (KEK) maupun anemia kurang zat gizi besi. Kekurangan
gizi ini umumnya terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama bahkan sebelum
masa kehamilan. Indikator yang umum digunakan untuk deteksi dini masalah
kurang energi kronik pada ibu hamil adalah ‘risiko’ KEK yang ditandai oleh
rendahnya cadangan energi dalam jangka waktu cukup lama dan dapat diukur
dengan lingkar lengan atas (LiLA) kurang dari 23,5 cm.

Definisi Operasional yang digunakan untuk mengukur Ibu Hamil KEK adalah
Ibu hamil dengan risiko Kurang Energi Kronik (KEK) yang ditandai dengan
ukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) kurang dari 23,5 cm.

Persentase ibu hamil kurang energi kronik dihitung dengan formulasi sebagai
berikut:
Persentase Ibu Hamil Risiko KEK

Jumlah Ibu hamil risiko KEK

= X 1009
Jumlah Ibu hamil yang diukur LiLA 00%

a. Analisatarget dan capaian serta Penyajian Data

Fokus perbaikan gizi masyarakat adalah peningkatan gizi pada kelompok
1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang mencakup Ibu Hamil, Ibu Menyusui,
Bayi dan anak sampai usia 2 tahun. Program gizi yang fokus pada 1000 HPK
terbukti cost effective dan secara evidence menunjukkan hasil yang signifikan
terhadap perbaikan gizi masyarakat secara umum. Kelompok ibu hamil adalah
kelompok strategis untuk diberikan intervensi perbaikan gizi karena ibu dengan
status gizi baik cenderung akan melahirkan bayi dengan status gizi baik. Namun
hasil studi menunjukkan umumnya ibu hamil mengalami masalah kekurangan
gizi seperti Kurang Energi Kronik (KEK) dan anemia. Riset Kesehatan Dasar
(Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan prevalensi risiko KEK pada ibu hamil (15-
49 tahun) masih cukup tinggi yaitu sebesar 17,3%, angka tersebut menunjukkan
perbaikan dari persentase ibu hamil KEK yang diharapkan dapat turun sebesar
1,5% setiap tahunnya agar dapat mencapai target 10% di tahun 2024.

Berdasarkan sumber data laporan rutin tahun 2022 yang terkumpul dari 34
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provinsi, diketahui terdapat 283.833 ibu hamil dengan Lila < 23,5 cm (risiko KEK)
dari 3.249.503 ibu hamil yang diukur Lila, sehingga diketahui bahwa capaian ibu
hamil dengan risiko KEK sebesar 8,7% (cut off tanggal 4 Februari 2022)
sementara target tahun 2021 adalah 14,5%. Capaian tersebut menggambarkan
bahwa target ibu hamil KEK tahun ini telah melampaui target Renstra Kemenkes
tahun 2021.

Jika capaian tersebut dibandingkan dengan ambang batas kesehatan
masyarakat menurut WHO (WHO, 2010) untuk ibu hamil dengan risiko KEK
maka Indonesia masih masuk pada pada negara yang memiliki masalah

kesehatan masyarakat kategori sedang (5-9,9%).

Grafik 4 Persentase Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) Berdasarkan
Provinsi Tahun 2021
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Sumber data: Direktorat Gizi Masyarakat

Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat 7 provinsi yang persentase ibu
hamil KEK nya masih di atas target 14,5%, sementara 27 provinsi lainnya sudah
mencapai target yang diharapkan. DKI Jakarta adalah provinsi dengan
persentase lbu Hamil KEK yang paling rendah yaitu 3,1% sedangkan provinsi
dengan persentase Ibu Hamil KEK tertinggi adalah Papua Barat (40,7%), Nusa
Tenggara Timur (25,1%) dan Papua (24,7%)).
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Grafik 5 Perbandingan target dan cakupan Persentase Ibu Hamil Kekurangan
Energi Kronis (KEK) Tahun 2020 - 2024
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Sumber data: Direktorat Gizi Masyarakat
Jika membandingkan dengan capaian tahun 2020, capaian tahun 2021
sebesar 8,7% dengan target sebesar 14,5% maka capaian tahun 2021 ini
mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan realisasi target mencapai

140%, seperti yang tergambar pada Gambar di bawabh ini:

Grafik 6 Capaian Persentase Ibu Hamil KEK dibandingkan Target Tahun 2021
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b. Faktor Penghambat
1) Tingkat kepatuhan dalam melaporkan capaian indikator ibu hamil KEK
secara rutin setiap bulan masih rendah. Hal ini terjadi karena proses
pelaporan yang lambat dari mulai tingkat posyandu sampai tingkat provinsi.
Selain itu masih ditemukan beberapa provinsi yang belum melakukan
pelaporan prevalensi ibu hamil KEK, yaitu Provinsi Sulawesi Utara.
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2) Masih tingginya prevalensi KEK pada remaja puteri (usia 15-19 tahun), yaitu
sebesar 36,3%. KEK pada kelompok remaja putri memiliki risiko tinggi untuk
mengalami KEK pada masa kehamilan. Seperti diketahui bahwa KEK terjadi
karena kurangnya asupan makanan dalam jangka waktu yang lama yang
ditandai dengan ukuran lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm.

3) Tingginya prevalensi ibu hamil KEK pada kelompok usia 15-19 tahun dan
20-24 tahun (33.5% dan 23.3%). Kehamilan di usia remaja dapat
meningkatkan risiko kekurangan gizi karena terjadi kompetisi pemenuhan
gizi bagi tubuh remaja dan janin.

4) Perilaku masyarakat yang belum mendukung peningkatan asupan gizi untuk
ibu hamil karena rendahnya pengetahuan masyarakat terkait pentingnya
asupan gizi yang adekuat untuk ibu hamil serta masih adanya budaya
pantangan makanan tertentu bagi ibu hamil, misalnya ibu hamil tidak boleh
mengonsumsi telur karena khawatir bayi yang dilahirkan akan cacingan dan
lain sebagainya.

5) Pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 hingga saat ini, menyebabkan
rendahnya akses masyarakat ke pelayanan kesehatan karena khawatir
tertular COVID-19 dan berubahnya metode pelayanan kesehatan yang

cenderung memanfaatkan pelayanan jarak jauh/telemedicine.

c. Faktor Keberhasilan

1) Penguatan surveilans gizi dan pencatatan pelaporan (melalui eppgbm)
untuk meningkatkan deteksi dini masalah gizi pada ibu hamil, sehingga
dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan permasalahannya.

2) Meningkatnya cakupan ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang
mendapatkan makanan tambahan tahun 2021, yaitu 91,4%. Makanan
tambahan diberikan untuk menambah asupan energi dan protein bagi ibu
hamil selama 90 hari.

3) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan ibu hamil melalui kegiatan
‘Pendidikan Gizi Untuk Meningkatan Asupan Gizi Ibu Hamil dan Balita
Melalui Pemanfaatan Pangan Lokal’ bekerjasama dengan Poltekkes

Jurusan Gizi dan organisasi sosial kemasyarakatan setempat. Beberapa
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kegiatan yang dilakukan mulai dari penyuluhan gizi seimbang untuk ibu

hamil, demo masak makanan bergizi dengan memanfaatkan pangan lokal,

dan makan bersama.

4) Penguatan kerjasama dengan perguruan tinggi, yaitu AIPVOGI (Asosiasi
Institusi  Pendidikan Vokasi Gizi Indonesia), melalui kegiatan
pendampingan implementasi gizi spesifik di 5 kabupaten dengan jumlah
balita stunting terbanyak, yaitu Bogor, Bandung, Cirebon, Jember dan
Lombok Timur.

5) Integrasi kegiatan dengan lintas program untuk meningkatkan kualitas dan
cakupan pelayanan gizi pada ibu hamil termasuk ibu hamil pekerja:

a) Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) adalah upaya
pemerintah, masyarakat maupun pengusaha untuk menggalang dan
berperan serta, guna meningkatkan kepedulian dalam upaya
memperbaiki kesehatan dan status gizi pekerja perempuan, sehingga
dapat meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kualitas
generasi penerus. Kegiatan utama GP2SP diantaranya adalah
perusahaan menyediakan ruang ASI, mengadakan kelas ibu hamil, cek
kesehatan secara berkala dan memperhatikan gizi pekerja hamil dan
menyusui di tempat kerja.

b) Tingginya cakupan ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal
sesuai standar (K4) di tahun 2021, yaitu sebesar 86,63% (cut off
tanggal 20 Januari 2022). Salah satu prosedur pelayanan antenatal
adalah penilaian status gizi melalui pengukuran Lingkar Lengan Atas
(LIiLA).

c) Semakin  banyak  cakupan Puskesmas  (77,91%) yang
menyelenggarakan kelas ibu hamil di minimal 50% desa/kelurahan (cut
off tanggal 20 Januari 2022). Kelas ibu hamil merupakan sarana untuk
menyampaikan informasi terkait gizi ibu hamil, termasuk makanan
bergizi untuk ibu hamil dan manfaat suplementasi gizi untuk ibu hamil.

6) Dukungan intervensi gizi sensitif seperti Program Keluarga Harapan, yaitu
program bantuan tunai bersyarat dari Kementerian Sosial yang menyasar

keluarga yang memiliki ibu hamil, balita dan anak sekolah. Program ini
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memasukkan indikator pemeriksaan kehamilan sebagai salah satu syarat

bagi keluarga agar dapat terus menerima bantuan ini.

d. Kegiatan yang Dilakukan

1) Pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil KEK bertujuan untuk
menambah asupan kalori dan protein ibu hamil KEK. Berdasarkan laporan
rutin diketahui bahwa cakupan pemberian makanan tambahan (MT) bagi
ibu hamil KEK telah melampaui target di tahun 2021, yaitu sebesar 91,4%
dari target 80%. (Laporan rutin Dit. Gizi Masyarakat (cut off tanggal 10
Januari 2022). Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan
daya terima makanan tambahan ibu hamil dengan menambah pilihan rasa
krim biskuit menjadi 3 rasa (strawberry, nanas, lemon).

2) Kegiatan Pendidikan gizi untuk meningkatkan asupan ibu hamil dan balita
melalui pemberian pangan lokal di 420 desa, 70 puskesmas, 7 kabupaten,
7 provinsi.

3) Pendampingan AIPVOGI untuk implementasi intervensi gizi spesifik
dilakukan di 5 kabupaten dengan jumlah stunting terbanyak, yaitu
Kabupaten Bogor, Bandung, Cirebon, Jember dan Lombok Timur. Masing-
masing kabupaten menetapkan 2 puskesmas dan 12 posyandu per-
puskesmas sebagai lokus piloting. Kegiatan yang dilakukan pada
pendampingan ini diantaranya adalah pendampingan ibu hamil KEK dan
anemia. Ibu hamil diberikan konseling, diukur status gizi dan dipantau
asupan gizinya termasuk asupan makanan tambahan dan tablet tambah
darabh.

4) Penguatan koordinasi pusat dan daerah dalam meningkatkan sinergitas
pelaksanaan program gizi. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah
Pertemuan Persiapan Suplementasi Gizi antara pusat dan daerah serta
monitoring evaluasi pemberian Makanan Tambahan di tingkat Puskesmas.

e. Alternatif Solusi
1) Penguatan kualitas pelayanan dan integrasi program terutama dengan

program kesehatan keluarga, contohnya integrasi konseling dan
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penyuluhan gizi untuk ibu hamil pada saat pemeriksaan kehamilan ataupun
di kelas ibu hamil.

2) Penyediaan dan peningkatan media edukasi gizi untuk ibu hamil, baik
melalui media visual dan elektronik.

3) Perluasan sasaran edukasi gizi sejak dari hulu (calon ibu), dimulai dari
peningkatan edukasi gizi pada remaja putri dan calon pengantin agar
memahami pentingnya gizi baik pada usia remaja

4) Perluasan kegiatan pendidikan gizi untuk meningkatkan asupan gizi ibu
hamil dan balita melalui pemanfaatan pangan lokal sebagai alternatif
pemberian makanan tambahan pabrikan. Kegiatan ini mencakup
penyuluhan gizi, demo masak dan makan bersama yang bertujuan tidak
hanya untuk meningkatkan pengetahuan ibu balita dan ibu hamil tapi juga
meningkatkan kemampuan mereka untuk dapat memilih dan mengolah
pangan lokal menjadi makanan yang bergizi tinggi untuk keluarga.

5) Penguatan manajemen data rutin mulai dari pengumpulan, analisis, dan

pemanfaatan data/informasi.

Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki termasuk adanya
pemotongan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19, sehingga upaya
efisiensi yang dilakukan yaitu:

1) Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan ibu hamil kurang
energi kronik (KEK) dilaksanakan melalui kegiatan pertemuan daring/online
murni dan hybrid (gabungan daring/online dengan tatap muka/offline),
pengadaan biskuit tinggi kalori dan protein untuk ibu hamil KEK,
pendampingan serta monitoring dan evaluasi.

2) Rapat koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan pendampingan dilakukan
full daring, sementara penyusunan NSPK dilakukan secara hybrid. Untuk
kegiatan pendidikan gizi, monitoring implementasi pendampingan,
penjaminan kualitas penyediaan makanan tambahan ibu hamil KEK,
dilakukan secara offline dengan menggunakan protokol kesehatan yang
ketat. Pendampingan kegiatan implementasi intervensi gizi spesifik dan

pendidikan gizi dilakukan bekerja sama dengan AIPVOGI, Poltekkes
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Jurusan Gizi dan organisasi sosial kemasyarakatan setempat, seperti LK
NU, Aisyiyah dan WVI.

3) Material yang digunakan dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan
Ibu Hamil KEK termasuk buku panduan implementasi intervensi gizi
spesifik, pedoman proses asuhan gizi puskesmas, pedoman pemberian
makanan tambahan ibu hamil KEK, kartu monitoring konsumsi MT Ibu
Hamil KEK dan materi KIE yang berbentuk hard copy maupun soft copy,
petunjuk teknis dan buku resep Pendidikan Gizi Untuk Meningkatan Asupan
Gizi Ibu Hamil dan Balita Melalui Pemanfaatan Pangan Lokal.

4) Platform sistem informasi gizi terpadu berbasis elektronik/website di

https://sigiziterpadu.kemkes.go.id/ telah dibangun untuk meningkatkan

akuntabilitas pencatatan dan pelaporan indikator kinerja gizi termasuk
indikator capaian persentasi ibu hamil KEK dan indikator terkait lainnya.

5) Dukungan penganggaran dalam rangka pencapaian indikator diperoleh dari
dana APBN tahun 2021. Realisasi anggaran penyediaan makanan
tambahan untuk Ibu Hamil KEK pada tahun 2021 adalah sebesar Rp Rp.
62.745.093.000,- tercapai 97,08%. Disandingkan dengan capaian indikator
136,55% maka terjadi efisien anggaran 3,02%.

3. Persentase Desa/Kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan
(SBS)

Tantangan yang dihadapi Indonesia terkait pembangunan kesehatan,
khususnya terkait hygiene, air dan sanitasi masih sangat besar. Walaupun
demikian, pembangunan sanitasi dan air minum di Indonesia telah menunjukkan
kemajuan yang signifikan. Pasca implementasi STBM yang dimulai tahun 2008
terlihat peningkatan tren akses sanitasi berdasarkan data dari sistem monitoring
STBM berbasis elektronik (e-monev STBM).

Tren peningkatan akses sanitasi tahun 2009-2013 hanya 2,13% per tahun
meningkat menjadi 5,94% pertahun pada tahun 2015-2018. Dalam
penyelenggaraan kegiatan STBM sesuai dengan target RPJMN 2021-2024
tentang penyediaan sanitasi yang aman dan layak perlu diperhatikan
penyelenggaraan kegiatan pasca deklarasi Bebas Buang Air Besar
Sembarangan (SBS). Antara lain mendorong dan meningkatkan tersedianya
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sanitasi aman dimasyarakat dan mencegah masyarakat kembali kepada perilaku
lama (perilaku pada pilar-pilar STBM) serta skema pembiayaan pada masyarakat
marginal (miskin) dan lokus stunting.

Pembangunan Sanitasi di Indonesia sebelum dicanangkannya Program
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) tahun 2008 pada umumnya
dilakukan dengan pendekatan proyek, dimana masyarakat sebagai sasaran
program kurang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan,
pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi. Masyarakat hanya menerima
walaupun sarana yang dibangun tidak tanggap terhadap kebutuhan mereka.
Desain kegiatan yang demikian mengakibatkan tidak terjaminnya keberlanjutan
sarana. Sarana kurang dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat karena
kurang merasa memiliki. Akibatnya kondisi sanitasi tetap buruk.

Akses terhadap air minum dan sanitasi aman menyumbang pada perbaikan
status kesehatan, terutama kesehatan perempuan dan anak. Ketersediaan air
minum dan sanitasi aman dan layak mengurangi tingginya Angka Kematian Bayi
dan Balita, yang umumnya meninggal karena penggunaan air dan sarana
sanitasi yang tidak aman dan layak sehingga dapat menyebabkan terjadinya
penyebaran dan penyakit infeksi berbasis lingkungan seperti; diare,disentri,
kolera, hepatitis, penyakit kulit dan lain-lain. Kejadian penyakit infeksi yang sering
berulang karena sumber penyakitnya tidak dihilangkan dapat menyebabkan
gangguan kecukupan gizi kronis untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi
dan bailta. Jika kekurangan asupan gizi kronis terjadi pada ibu hamil dan bayi,
maka dapat menyebabkan terjadinya stunting pada anak balita.

Risiko terberat dari kejadian stunting yaitu gangguan perkembangan pada
otak dan organ penting lainnya dalam tubuh. Terjadinya gangguan pertumbuhan
otak akan menyebabkan rendahnya kemampuan dan fungsi otak. Hal ini akan
menjadi ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, yang berdampak
terhadap kemampuan daya saing bangsa.

Definisi operasional (DO) indikator ini adalah Persentase desa/kelurahan
dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) didefinisikan sebagai
Desal/kelurahan yang seluruh penduduknya tidak lagi melakukan praktek buang

air besar sembarangan dibuktikan melalui proses verifikasi.
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Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan
(SBS) dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

Persentase Desa SBS

Jumlah desa atau kel yang telah terveriikasi SBS
— X 100%

Jumlah seluruh desa atau kelurahan

a. Analisa target dan capaian serta Penyajian Data

Pada periode 2015-2019, indikator keberhasilan STBM adalah
desa/kelurahan yang melaksanakan STBM. Indikator tersebut dari sisi
pencapaian target telah tercapai, bahkan melampaui target. Setiap kab/kota
mengawal pencapaian tersebut dengan melakukan pemicuan di desa/kelurahan,
menciptakan natural leader (kader desa) serta memfasilitasi penyusunan
rencana kerja masyarakat (RKM) dalam perubahan perilaku praktik baik dan
intervensi sarana sanitasi yang dibutuhkan masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi untuk dapat mewujudkan perubahan perilaku
masyarakat agar tidak lagi buang air besar sembarangan dan menjawab
percepatan akses sanitasi aman menuju SDGs pada tahun 2030 serta sesuai
dengan target RPJMN yang diinginkan adalah NOL %, masyarakat Indonesia
yang buang air besar sembarangan ditempat terbuka pada tahun 2024 maka
Kementerian Kesehatan dituntut untuk mengawal target indikator menjadi
indikator ouput yang berkualitas yaitu Desa/Kelurahan Stop BABS (SBS).

Sampai dengan tahun 2018 realisasi desa/kel SBS/ODF sebesar 5.310 desa
(6.56%). Kemudian pada tahun 2019 realisasinya sebesar 23.574 desa
(29,13%). Sebagai basis penetapan target di tahun 2020 sampai dengan tahun
2024, dimana pada tahun 2024 diharapkan 90 % masyarakat Indonesia sudah
tidak lagi Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan NOL % BAB ditempat
terbuka maka diperlukan percepatan melalui penguatan seluruh peran K/L.

Data capaian tahun 2018 dan 2019 dijadikan sebagai basis penetapan target
tahun 2020 yang dimulai dengan 40%. Hal tersebut ditetapkan berdasarkan data

desa yang sudah menyatakan SBS (klaim ODF) namun belum terverifikasi dan
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adanya advokasi melalui pemberian penghargaan STBM Award. Kenaikan 10%
per tahun berdasarkan capaian ODF/SBS pertahun sejak 2015 hingga 2019
secara nasional.

Pada akhir 2024 terdapat lonjakan kenaikan target sebesar 20%. Hal ini
dalam rangka mengejar percepatan menuju ke 100% kasus sanitasi. Namun,
berdasarkan hasil analisis masih ada hambatan terhadap masyarakat yang
buang besar sembarangan terselubung (BAB/OD tertutup) di wilayah perkotaan
yang memerlukan usaha yang cukup kuat untuk terjadinya perubahan. BAB/OD
tertutup diperkirakan sebesar 17%, namun diharapkan dapat turun hingga 10%.
Hal tersebut berkaitan dengan ketersediaan sarana dan kepemilikan lahan tangki
septik di wilayah perkotaan. Oleh sebab itu target persentase desa/kelurahan
Stop Buang Air Besar di tahun 2024 sebesar 90% dengan asumsi masih ada
10% kepala keluarga yang melakukan BAB/OD tertutup.

Berdasarkan grafik dibawah ini yang menyandingkan target dan capain
tahun 2020-2024, capaian indikator persentase desa/kelurahan SBS Tahun 2020
target 40% dan capaian sebesar 37,28% sehingga capaian kinerja 93,2% (tidak
tercapai). Sedangkan capaian indikator persentase desa/kelurahan SBS dengan
target 50% pada tahun 2021 tercapai sebesar 50,23% sehingga capaian kinerja
100,46% (tercapai).

Grafik 7. Target dan Capaian Indikator Persentase Desa/Keluarahan dengan
SBS Tahun 2020 - 2024
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Sumber data: Direktorat Kesehatan Lingkungan Tahun 2021
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Adapun capaian indikator persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang
Air Besar Sembarangan (SBS) per provinsi pada tahun 2021 adalah sebagai
berikut:

Tabel 3. Capaian Indikator SBS Tahun 2021

No Provinsi Jml Jml Desa/Kel Desa/Kel
Desa/Kel SBS SBS
1 DI YOGYAKARTA 438 438 100%
2 SULAWESI SELATAN 3047 2933 96%
3 JAWA TENGAH 8578 7303 85%
4 NUSA TENGGARA BARAT 1137 958 84%
5 SULAWESI UTARA 1784 1476 83%
6 NUSA TENGGARA TIMUR 3296 2632 80%
7 JAWA TIMUR 8498 6151 2%
8 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 391 267 68%
9 LAMPUNG 2643 1758 67%
10 | JAWA BARAT 5956 3920 66%
11 SUMATERA SELATAN 3252 1756 54%
12 | JAMBI 1562 783 50%
13 | BALI 716 326 46%
14 | KALIMANTAN SELATAN 2008 912 45%
15 | RIAU 1875 851 45%
16 SULAWESI TENGGARA 2248 946 42%
17 KALIMANTAN UTARA 481 200 42%
18 SULAWESI TENGAH 1990 809 41%
19 | BENGKULU 1527 581 38%
20 | KALIMANTAN TIMUR 1020 364 36%
21 | SUMATERA BARAT 1117 381 34%
22 KALIMANTAN TENGAH 1565 501 32%
23 | SULAWESI BARAT 649 197 30%
24 | KEPULAUAN RIAU 417 104 25%
25 | ACEH 6509 1481 23%
26 BANTEN 1551 346 22%
27 SUMATERA UTARA 6113 1174 19%
28 | MALUKU 1078 178 17%
29 | MALUKU UTARA 1194 194 16%
30 KALIMANTAN BARAT 2104 285 14%
31 DKI JAKARTA 267 33 12%
32 | GORONTALO 729 78 11%
33 | PAPUA BARAT 1447 141 10%
34 | PAPUA 3769 208 6%
NASIONAL 80.956 40.665 50,23%

Berdasarkan data emonev STBM per 31 Desember 2021, terdapat 11
provinsi yang berada diatas angka nasional yaitu DI Yogyakarta, Sulawesi

Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara

31 | LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2021



Timur, Jawa Timur, Kepualauan Bangka Belitung, Lampung, Jawa Barat, dan
Sumatera Selatan dengan 12 provinsi yang sudah memenuhi target nasional,
yaitu 50% desa/kel SBS.

Sebagian besar (sebanyak 22 provinsi berada dibawah angka nasional).
Provinsi dengan capaian SBS terbesar adalah DI Yogyakarta yaitu 100% dan
terendah yaitu Papua sebesar 6%. Visualisasi capaian perprovinsi terhadap

target dan angka nasional dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 8.Persentase Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)

Tahun 2021
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Grafik 9. Target dan Capaian Indikator Desa/Kelurahan SBS Tahun 2021
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Sumber data : Direktorat Kesehatan Lingkungan, 31 Desember 2021
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b.

Faktor Keberhasilan

Capaian indikator desa/kel SBS telah mencapai target dengan kinerja 100,46%.

Adapun faktor keberhasilan yang mendukung hal tersebut antara lain:

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)
9)

Integrasi indikator SBS dengan pelaksanaan kegiatan KKS

Implementasi intervensi kesehatan lingkungan stimulan jamban sehat dengan
pendekatan padat karya tunai desa

Penguatan pendanaan sanitasi melalui peluang alternatif pembiayaan dengan
kredit mikro bagi sasaran masyarakat

Komitmen Kepala Daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
Inovasi apresiasi Kepala Daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi
melalui STBM Award

Keaktifan Pokja air minum dan sanitasi tingkat Kab/Kota

Advokasi kepada Pemerintah Daerah untuk percepatan SBS

Fasilitasi pendampingan realisasi target indikator yang kontinu

Ketersediaan tenaga Korprov di 34 Provinsi dalam pencapaian SBB dan
pendampingan teknis

10) Ketersediaan dana BOK lokus prioritas STBM.

C.

Faktor Penghambat
Adapun faktor penghambat tercapainya target indikator desa/kelurahan dengan

Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) antara lain:

1)

2)
3)

Sistem aplikasi Emonev STBM. Penggunaan sistem monitoring elektronik
STBM telah dilakukan sejak tahun 2010. Namun perlu terus dikembangkan

mengingat masih banyak daerah yang tidak terlayani internet maupun memiliki

jaringan internet yang tidak stabil. Selain itu, pergantian petugas penginput

sistem monitoring elektronik STBM ditingkat puskesmas maupun
kabupaten/kota menyebabkan terjadinya hambatan dalam proses penginputan
kinerja.

Kondisi geografis daerah spesifik yang memerlukan opsi teknologi yang khusus
Pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas petugas/sanitarian dalam

melakukan pemicuan STBM dan verifikasi SBS. Meskipun Direktorat
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Kesehatan Lingkungan telah menyusun panduan pemicuan STBM dan

verifikasi SBS khusus masa pandemi Covid-19.

Dalam rangka mencapai target desa/kel dengan SBS dilakukan langkah-
langkah kegiatan sebagai berikut:
1) Melakukan advokasi, koordinasi dan sosialisasi terkait STBM
a) Melakukan advokasi percepatan SBS
b) Melakukan advokasi melalui STBM Award
2) Menyediakan dukungan Sarana Prasarana STBM
a) Intervensi Kesehatan Lingkungan di Lokus Stunting
b) Intervensi Kesehatan Lingkungan di Daerah Sulit

Gambar 2. Dokumentasi pelaksanaan Kegiatan pembinaan STBM Tahun 2021

Advokasi Percepatan SBS

Lamw] Oo,{L ang )egeﬂa/

L[]KAKAHYA AI]V[)KASI PERCEPATAN
STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS)

JAKARTA, 14 OKTOBER 2021 08.00 WIB s/d 15.30 WIB
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Advokasi melalui STBM Award

e 4 Soron @) Fewe £ 5 B o)
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HARI CUCI TANGAN PAKAI SABUN SEDUNIA
DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN HARI CUCI TANGAN PAKAI SABUN SEDUNIA
SANITAS| TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
(STBM) TAHUN 2021 SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
(STBM) TAHUN 2021

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Ministry of Trade of The Republic of Indonesia

S |

MUHAMMAD LUTFI

d. Alternatif solusi
Adapun alternatif solusi dari faktor penghambat tercapainya target indikator

desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) antara lain

1) Optimalisasi pendanaan sanitasi dengan pembiayaan kredit mikro seperti
dana Ziswaf dll

2) Penyediaan alternatif capaian laporan melalui dashboard air dan sanitasi
menggunakan google spreadsheet yang dapat menampilkan Kab/Kota pada
dashboard
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3) Tersedianya pedoman opsi TTG Sanitasi daerah spesifik
4) Tersedianya panduan Verifikasi STBM secara virtual.

5) Melakukan implementasi teknologi tepat guna

6) Mereview Permenkes STBM.

Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki termasuk adanya pemotongan
anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 sehingga upaya efisiensi yang
dilakukan yaitu:

1) Pelaksanaan kegiatan di program penyehatan sanitasi dasar dilaksanakan
melalui daring/online murni dan hybrid (gabungan daring/online dan maupun
tatap muka/offline. Untuk rapat koordinasi dan konsolidasi percepatan capaian
pengawasan kualitas air minum dilaksanakan full daring, namun dalam
monitoring untuk intervensi kesling TTG Sanitasi dan PKTD Daerah Sulit
dilaksanakan secara online dan offline. Pendampingan PKTD dan TTG
dilakukan melalui kerjasama dengan TNI AD. Persiapan kegiatan advokasi
dan kampanye Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Award, Hari Cuci
Tangan Pakai Sabun (HCTPS) dan penyusunan NSPK dilakukan secara
online. Sementara pelaksanaan kegiatan termasuk penyusunan NSPK
dilakukan secara hybrid dengan protokol kesehatan yang ketat.

2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan STBM, baik konsolidasi,
sosialisasi dan advokasi tetap mengacu pada Permenkes Nomor 3 Tahun
2014, serta panduan dan pedoman PKTD Daerah Sulit, Buku Daftar Opsi TTG
Sanitasi, Panduan EHRA, Panduan Pembiayaan Alternatif Sanitasi agar
kegiatan mempunyai acuan dan kegiatan lebih terarah. Untuk mempermudah
penyampaian bahan ajar untuk pelatihan dibuat dalam paket video tutorial
pembelajaran yang dapat diperoleh di media youtube sehingga dapat diputar
secara berulang,dan apabila situasi daerah tidak ada sinyal/terbatas peralatan
tetap disediakan media pembelajaran yang bisa dilihat dan diikuti secara
offline (perangkat PC/laptop/USB/lainnya).

3) Dukungan data dan sistem informasi pelaporan dalam percepatan pencapaian

target indikator sangatlah penting. E-Monev STBM menjadi lima pilar sedang
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dalam proses pengembangan sehingga sementara menggunakan dashboard
indikator penyehatan air dan sanitasi.

4) Dukungan penganggaran dalam rangka pencapaian indikator diperoleh dari
dana APBN tahun 2021 dan hibah Unicef dan USAID sebagai dana dukungan
APBN. Realisasi anggaran desa/kelurahan SBS pada tahun 2021 adalah
sebesar Rp 17.374.779.250,- tercapai 97,06%. Disandingkan dengan
capaian indikator 100,46% maka terjadi efisien anggaran 3,4%.

4. Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat
GERMAS merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang
dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan
kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan
kualitas hidup. GERMAS mengedepankan upaya promotif dan preventif, tanpa
mengesampingkan upaya kuratif rehabilitatif dengan melibatkan seluruh
komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat. Tujuan GERMAS
adalah terciptanya masyarakat berperilaku sehat yang berdampak pada
kesehatan terjaga, produktif, lingkungan bersih, dan biaya berobat berkurang.
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) mengamanatkan setiap pihak terkait untuk
menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi,
dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan GERMAS, melalui
peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup sehat, penyediaan pangan
sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini
penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, dan peningkatan edukasi hidup sehat.
Inpres ini juga mengamanatkan Menteri Kesehatan untuk melaksanakan
kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah
dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), meningkatkan
pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif,
aktivitas fisik, dan meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di puskesmas
dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah

dan swasta.
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Germas tidak hanya dijalankan oleh Kementerian Kesehatan saja, tetapi juga
lintas kementerian dan lembaga, gubernur, bupati/walikota, akademisi, dunia
usaha, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan ditunjang peran serta
seluruh lapisan masyarakat mulai dari individu, keluarga, dan masyarakat dalam
mempraktikkan pola hidup sehat. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun
daerah dalam menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, memantau dan
mengevaluasi pelaksanaannya. Pelaksanaan GERMAS harus dimulai dari
keluarga, karena keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang
membentuk kepribadian. GERMAS dapat dilaksanakan dengan cara melakukan
aktivitas fisik, mengonsumsi sayur dan buah, tidak merokok, tidak
mengkonsumsi alkohol, memeriksa kesehatan secara rutin, membersihkan
lingkungan, dan menggunakan jamban.

Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dimulai dari diri sendiri dan keluarga, serta
tidak membutuhkan biaya yang besar. Ke depan pelaksanaan GERMAS harus
lebih diarahkan pada “pembudayaan hidup sehat” kepada individu dan
masyarakat untuk meningkatkan literasi kesehatan, yang pada ujungnya akan
mampu merubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat. Di sini perlu upaya
advokasi kepada seluruh pemangku kepentingan (termasuk lintas sektor),
pemberdayaan masyarakat, sinergisme pemerintah pusat dan pemerintah
daerah. Advokasi kepada lintas lintas sektor harus mampu menghasilkan

pembangunan berwawasan kesehatan (health in all policies).

Definisi operasional:

Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan gerakan
masyarakat hidup sehat (Germas) adalah: Kabupaten/kota yang menerapkan
kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dengan kriteria:

1) Memiliki kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat dan atau kebijakan
berwawasan Kesehatan.
2) Melaksanakan Penggerakan Masyarakat dim mendukung Germas, minimal

3 kali setahun dengan melibatkan lintas sektor, pendidikan (sekolah), Upaya

Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan atau Mitra Potensial.
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Rumus perhitungan indikator:
Jumlah Kabupaten/Kota yang

menerapkan kebijakan Gerakan
% Kab/kota yang

Masyarakat Hidup Sehat

) = X100%
kebijakan Jumlah kabupaten/Kota

Germas

menerapkan

Grafik 10. Grafik Target Dan Capaian Persentase Kabupaten/Kota Yang
MenerapkanKebijakan Germas Tahun 2020 — 2024
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a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Target indikator persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan
Germas pada tahun 2021 adalah 45.14%, dengan capaian indikator kinerja
sebesar atau sebesar 128.97% dari target capaian sebesar 35%. Berdasarkan
capaian terget pada tahun 2021 ini, maka Direktorat Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat optimis untuk tren positif capaian indiaktor
kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas ini akan dapat kembali
terpenuhi di tahun 2022.

Persentase capaian indikator kabupaten/kota yang menerapkan Kebijakan
Germas tahun 2020 sebesar 21% (70%). Sedangkan pada tahun 2021, capaian
indikator kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas sebesar 45.14%
(128.97%).
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Hal ini menggambarkan seluruh aspek kegiatan yang dilaksanakan oleh
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat telah sepenuh
mengarah pada kegiatan yang memiliki daya ungkit terhadap pencapaian indikator

yang telah ditetapkan.

Grafik 11. Capaian Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas
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Tabel 4 Rincian Kabupaten/kota Persentase Kabupaten/kota yang Menerapkan
Kebijakan Germas

1. Kab. Aceh Tamiang
2. Kab. Nagan Raya
3. Kota Sabang

ACEH 23 13%
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NO

PROVINSI

SUMUT

INDIKATOR RENSTRA DAN RPJMN

%KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN KEBIJAKAN
GERMAS

Target

33

Capaian

Persentase

18%

OUAWNE

Kab/Kota

. Kab. Mandailing Natal

. Kab. Batu Bara

. Kab. Padang Lawas

. Kab. Padang Lawas Utara
. Kab Labuhan Batu

Kab. Samosir

SUMBAR

19

32%

Kab. Kep. Mentawai
Kab. Pasaman
Kab. Dhamasraya

. Kota Sawahlunto
. Kota Payakumbun
. Kota Pariaman

RIAU

12

10

83%

Kab. Kuantan Singingi

. Kab. Indragiri Hulu
. Kab. Indragiri Hilir
. Kab. Pelalawan

Kab. Roka Hulu

. Kab. Bengkalis

Kab. Rokan Hilir
Kota Dumai
Kab. Siak

0. Kab. Kep. Meranti

JAMBI

11

45%

OAWNR| POONOUIRAWNRE| OUAWNE

. Kab. Batang Hari
. Kota Jambi

Kab. Kerinci
Kab Tebo

. Kab. Tanjung Jabung Barat

SUMSEL

17

15%

AWM P

Kab. OKU Timur

. Kab. Musi Rawas Utara
. Kota Palembang
. Kota Prabumulih
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INDIKATOR RENSTRA DAN RPJMN

NO PROVINSI %KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN KEBIJAKAN
GERMAS

Target | Capaian | Persentase Kab/Kota

. Kab. Bengkulu Selatan
. Kab. Bengkulu Utara
. Kab. Kaur
. Kab. Muko-Muko
7 | BENGKULU 10 10 100% - Kab. Lebong
. Kota Bengkulu
. Kab. Rejang Lebong
. Kab. Bengkulu Tengah
. Kab. Kepahiang

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10. Kab. Seluma

Kab. Tanggamus

Kab. Lampung Selatan
Kab. Way Kanan

Kab. Tulangbawang
Kab. Pesawaran

Kota Metro

Kab. Lampung Timur
Kab. Pringsewu

. Kota Bandar Lampung
10. Kab Lampung tengah
11. Kab. Pesisir Barat

8 | LAMPUNG 15 11 73%

CoNoUA~A®ONE

1. Kab. Bangka
9 | BABEL 7 3 43% 2. Kota Pangkal Pinang
3. Kab. Bangka Tengah

Kab. Bintan

Kab. Natuna

Kota Batam

Kota Tanjung Pinang
Kab. Lingga

10 | KEPRI 7 5 71%

agrwbdE

Kota Adm. Jakut
Kota Adm. Jaksel
Kota Adm. Jaktim

11 | DKI JAKARTA 6 3 50%

wn e

42 | LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2021



NO

12

PROVINSI

JABAR

INDIKATOR RENSTRA DAN RPJMN

%KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN KEBIJAKAN
GERMAS

Target

27

Capaian

11

Persentase

41%

©ONOUTAWN R

10
11

Kab/Kota

. Kab. Bogor

Kab. Tasikmalaya
Kab. Kerawang

. Kota Bogor
. Kota Bandung
. Kab. Cianjur

Kab. Kuningan

. Kab. Majalengka
. Kota Sukabumi

. Kota Depok
. Kota Tasikmalaya

13

JATENG

35

29

83%

©ONOUTAWNE

. Kab. Banyumas
. Kab. Purbalingga

Kab Wonosobo
Kab. Magelang

. Kab. Boyolali

. Kab. Klaten

. Kab. Karanganyar
. Kab. Grobogan

. Kab Rembang

. Kab. Pati

. Kab. Kudus

. Kab. Jepara

. Kab. Temanggung
. Kab. Kendal

. Kab. Batang

. Kab. Pemalang

. Kab. Tegal

. Kab. Brebes

. Kota Magelang

. Kota Salatiga

. Kota Semarang

. Kota Pekalongan
. Kota Tegal

. Kab. Cilacap

. Kab. Sukoharjo

. Kab. Blora

. Kota Surakarta

. Kab. Kebumen

. Kab. Demak

43 | LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2021




INDIKATOR RENSTRA DAN RPJMN

NO PROVINSI %KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN KEBIJAKAN
GERMAS

Target | Capaian | Persentase Kab/Kota

Kab. Kulonprogo
Kab. Bantul

Kab. Gunung Kidul
Kab. Sleman

Kota Yogyakarta

14 | DIY 5 5 100%

aprwDdOE

Kab. Pacitan
Kab. Trenggalek
Kab. Blitar

Kab. Kediri

Kab. Tulungagung
Kab. Jember
Kab. Banyuwangi
Kab. Bondowoso
. Kab. Probolinggo
10.Kab. Pasuruan
11. Kab. Mojokerto
12. Kab. Nganjuk
13. Kab. Madiun
14. Kab. Magetan
15. Kab. Ngawi

15 | JATIM 38 26 68% 16. Kab. Tuban

17. Kab. Lamongan
18. Kota Bitar

19. Kota Batu

20. Kab. Ponorogo
21. Kab, Malang
22. Kab. Bojonegoro
23. Kab. Jombang
24. Kab. Sampang
25. Kota Malang

26. Kota Surabaya

©CoN>UA~WNE

1. Kab. Pandeglang
16 | BANTEN 8 3 38% 2. Kota Tangerang
3. Kota Serang
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NO

17

PROVINSI

BALI

INDIKATOR RENSTRA DAN RPJMN

%KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN KEBIJAKAN
GERMAS

Target

Capaian

Persentase

67%

Kab/Kota

Kab. Jembrana
Kab. Tabanan
Kab. Badung
Kab. Gianyar
Kab. Klungkung
Kab. Buleleng

o rwWNE

18

NTB

10

10

100%

Kab. Lombok Tengah
Kab. Lombok Utara
Kab. Lombok Barat
Kab. Lombok Timur
Kab. Sumbawa

Kab. Dompu

Kab. Sumbawa Barat
Kota Mataram

. Kota Bima

0. Kab. Bima

POONoOMONDE

19

NTT

22

9%

Kab. Manggarai
Kab. Timor Tengah Utara

20

KALBAR

14

43%

Kab. Bengkayang
Kab. Mempawag
Kab. Kapuas Hulu
Kab. Kayong Utara
Kab. Kubu Raya
Kota Pontianak

21

KALTENG

14

10

71%

Kab. Barito Selatan

Kab. Barito Utara

Kab. Katingan

. Kota Waringin Timur
5.Kab. Waringin Barat

6. Kab. Lamandau

7. Kota Palangkaraya

8. Kab. Kotawaringin Timur
9. Kab. Kotawaringin Barat
10. Kab. Sukamara

PWONER oD E NE
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NO

22

PROVINSI

KALSEL

INDIKATOR RENSTRA DAN RPJMN

%KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN KEBIJAKAN
GERMAS

Target

13

Capaian

12

Persentase

92%

©CoNoUA~WNE

Kab/Kota

Kab. Tanah Laut

Kab. Hulu Sungai Tengah
Kab. Hulu Sungai Utara
Kab. Tanah Bumbu

Kota Banjarmasin

Kab. Barito Kuala

Kab. Banjar

Kab. Tabalong

Kab. Tanah Bumbu

10. Kab. Balangan
11. Kab. Kotabaru
12. Kab. Hulu Sungai Selatan

23

KALTIM

10

70%

Nogas~wbdE

Kab. Kutai barat

Kab. Kutai kertanegara
Kab. Berau

Kab. Mahakam Ulu

Kota Samarinda

Kota Bontang

Kab Penajam Paser Utara

24

KALTARA

40%

N =

. Kota Tarakan

Kab. Bulungan

25

SULUT

15

13%

N =

Kota Bitung
Kota Kotamobagu

26

SULTENG

13

54%

Kab. Morowali

Kab. Toli-toli

Kab. Tojo Una-una

Kab. Banggai Laut

Kab. Banggai kepulauan
Kab. Banggai

Kab. Buol

27

SULSEL

24

17%

PWONE| NOOAWNE

Kab. Enrekang
Kab. Soppeng
Kab. Luwu
Kab. Pinrang

46 | LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2021




NO

28

INDIKATOR RENSTRA DAN RPJMN

PROVINSI %KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN KEBIJAKAN
GERMAS

Target | Capaian | Persentase Kab/Kota

. Kab. Buton

. Kab. Kolaka

Kab. KonaweSelatan
Kab. Konawe Utara

. Kota Kendari

. Kab. Kolaka Utara

. Kab. Buton Selatan

SULTRA 17 7 41%

NoOUAWN R

29

Kab. Gorontalo Utara
Kab. Gorontalo

Kab. Bone Bolango

. Kota Gorontalo

GORONTALO 6 4 67%

30

Bl PN E

SULBAR 6 1 17% . Kab. Mamuju

31

MALUKU 11 1 9% . Kota Ambon

=

32

. Kab. Halmahera Tengah
Kab. Halamahera Utara

. Kab. Pulau Morotai

. Kab. Taliabu

. Kota Ternate

Kab. Kep. Sula

. Kab. Halmahera Selatan
. Kab. Halmahera Barat

. Kab. Halmahera Timur
10. Kaab. Tidore Kepulauan

MALUT 10 10 100%

©ONOUITAWNE

33

PAPBAR 13 1 8% 1. Sorong Selatan

34

PAPUA 29 0 0%

NASIONAL 514 232 45.14%

b. Kegiatan - kegiatan yang dilakukan

1)

Pelaksanaan Advokasi Kebijakan Germas

Kegiatan ini dilakukan di pusat dengan melakukan advokasi ke
Kementerian/Lembaga dengan tujuan agar Kementerian Lemebaga terkait
yang di advokasi dapat menginisiasi adanya regulasi turunan dari Inpres
No. 1 Tahun 2017 dalam pelaksanaan Germas di Kementerian/Lembaga

tersebut. Regulasi ini sekaligus menjadi salah satu bukti komitmen lintas
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sektor dalam implementasi germas. Sosialisasi Germas dengan Mitra
Potensial Kegiatan ini dilakukan di 24 Lokasi di daerah dengan melibatkan
mitra potensial. Adanya kegiatan sosialiasasi germas dengan dengan
melibatkan mitra komisi IX DPR RI ini merupakan langkah strategis dalam
upaya advokasi terhadap pemerintah daerah dalam rangka upaya
pembudayaan germas sekaligus kampanye protokol; Kesehatan COVID-
19.

2) Koordinasi Pelaksanaan Implementasi Germas Lintas Sektor Kegiatan ini
dilaksanakan melalui pertemuan koordinasi forum komunikasi pelaksanaan
implementasi Germas lintas sektor di tingkat pusat di daerah. Dengan
adanya pertemuan koordinasi ini diharapkan terjalin koordinasi dan adanya
informasi terkait pelaksanaan germas di lintas sektor.

3) Koordinasi Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
Daerah. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk koordinasi
dan sikronisasi kegiatan GERMAS di tingkat Provinsi. Peserta pertemuan
adalah Mitra dunia usaha, lintas program, dinkes Provinsi dan Bapedda.

4) Melakukan migrasi sistem pecatatan dan pelaporan kegiatan posyandu

nasional melalui aplikasi microsite promkes.

c. Analisis keberhasilan pencapaian indikator

Beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi upaya pencapain kinerja,

yaitu:

1) Upaya-upaya upaya promotif dan preventif pembudayaan Germas dalam
situasi pandemi semakin gencar dilakukan oleh lintas sektor kesehatan.

2) Dukungan lintas sektor dan lintas program terhadap pelaksanaan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

3) Adanya regulasi pendukung pelaksanaan Germas di daerah.

d. Analisis hambatan pencapaian indikator

Beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi upaya pencapain kinerja, yaitu:

1) Situasi pandemi Covid-19 dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala
Besar di berbagai wilayah Indonesia menghambat pelaksanaan penggerakan

masyarakat. Melaksanakan yang menjadi salah satu kriteria yang harus
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dipenuhi dalam indikator Persentase Kabupaten/kota yang menerapkan
kebijakan Germas.

2) Masih ada kabupaten/kota yang belum mengirimkan laporan capaian indikator
dan masih ada yang dalam proses verfikasi laporan.

e. Alternatif solusi

1) Melakukan sosialisasi dan koordinasi dalam pengisian laporan capian
indikator promkes

2) Melakukan pengarahan teknis melalui Surat Direktur Nomor
PR.03.01/5/5428/2019 tentang Justifikasi Penjelasan Pelaksanaan
Kegiatan Promosi Kesehatan dan PM selama pandemi. Hal ini sebagai
salah satu upaya bimbingan teknis kepada pengelola kegiatan promosi
Kesehatan di kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan yang
mendorong pencapaian indikator dalam situasi pandemi covid-19.

3) Melakukan verifikasi laporan secara berjenjang dari kabupaten/kota ke
provinsi dan pusat.

4) Penguatan sistem aplikasi komunikasi data yang masih dalam proses
penyempurnaan dengan membuat form pengisian laporan manual (provinsi

dan kab/kota) dengan mempergunakan melalui aplikasi google drive.

Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki termasuk adanya pemotongan
anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 sehingga upaya efisiensi yang
dilakukan yaitu :

1) Melakukan kegiatan sosialisasi, monitoring kegiatan promosi kesehatan
secara berlaka dilakukan secara daring.

2) Melakukan migrasi sistem pencatatan manual ke aplikasi microsite promkes

3) Penyerapan anggaran sebesar 94% dari alokasi anggaran sebesar
Rp.96.974.518.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 91.156.046.920,- Hal ini
menunjukkan bahwa penyerapan anggaran sudah menunjukkan korelasi

positif terhadap capaian indikator.
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B. Anggaran Program Kesehatan Masyarakat

Anggaran yang awalnya diperjanjikan pada Program Kesehatan Masyarakat

di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyakat sebesar Rp. 1,980,645,294,000.

Namun dalam perjalanannya (di tahun anggaran yang sama) mengalami

beberapa penyesuaian, antara lain:

1) Revisi Penghapusan catatan halaman IV.A DIPA Satuan Kerja
Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat.
Revisi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas terdapatnya catatan
pada Hal IV (blokir) pada DIPA Satuan Kerja Setditien Kesehatan
Masyarakat sebesar Rp.510.934.000,- untuk pengadaan Alat Angkutan
Darat Bermotor (AADB) kendaraan dinas jabatan Direktur Gizi Masyarakat.
Pemblokiran anggaran dilakukan oleh DJA pada saat penelahaan pagu
alokasi anggaran TA 2021 karena dokumen pendukung pengadaan berupa
Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) belum terbit.
Usulan revisi dilakukan melalui surat Plt. Dirjen Kesehatan Masyarakat
dengan Nomor PR.04.02/1/0361/2021, selanjutnya diajukan kepada Ditjen
Anggaran melalui Surat Sekretaris Jenderal Nomor PR.04.02./1/11768/2021
hal Usualn revisi Anggaran penghapusan halaman IV DIPA Satker
Sekretariat Ditien Kesehatan Masyarakat.

2) Revisi Efisiensi Belanja Pegawai TA. 2021
Revisi dilakukan atas dasar surat Menteri Keuangan Nomor S-
408/MK.02/2021 tanggal 18 Mei 2021 Hal Penghematan belanja
Kementerian/Lembaga TA 2021. Penghematan dilakukan terhadap alokasi
tunjangan kinerja (tukin)THR dan Gaji ke-13, untuk pemenuhan belanja
Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Diusulkan kepada Sekjen Kemkes
dengan surat PIt. Ditjen Kesehatan Masyarakat Nomor PR.04.02/1/567/2021
tanggal 25 Mei 2021.
Selanjutnya diusulkan kepada DJA melalui Surat Sekretaris Jenderal
Kementerian Kesehatan Nomor PR.04.02/1/11820/2021 tanggal 27 Mei

2021. Adapun Pemetaan Anggarannya adalah sebagai berikut:
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NO | SATKER/KEWENANGAN ANGGARAN EFISIENSI ANGGARAN
(semula) (menjadi)
1 Setditjen Kesmas 102.515.580 | 5.396.176 97.119.404
2 Dit. Gizi Masyarakat 715.804.571 - 715.804.571
3 Dit. Kesja dan OR 43.730.192 - 43.730.192
4 Dit. Kesga 225.006.461 - 225.006.461
5 Dit. Promkes dan PM 185.633.419 - 185.633.419
6 Dit. Penyahatan Lingkungan 307.335.380 - 307.335.380
7 BKTM Makasar 11.278.328 157.896 11.120.432
8 LKTM Palembang 6.646.507 199.850 6.446.657
9 BKOM Bandung 11.022.577 261.696 10.760.881
10 | Dekonsentrasi 371.672.279 - 371.672.279
1.980.645.294 | 6.015.617 | 1.974.629.676
3) Revisi Ouput Prioritas Nasional Pada Satuan Kerja Direktorat Gizi
Masyarakat

Reuvisi tersebut diusulkan melalui Surat Direktur Gizi Masyarakat Nomor:
PR.04.02/5/3185/2021 Hal Usulan revisi anggaran ke-2 Tahun Anggaran 2021,
adapun pergeseran yang diusulkan meliputi :1) Perubahan Volume Keluaran
pada output prioritas nasional (PN); 2) Penambahan akun jenis belanja sebagai
dampak dari pemisahan komponen distribusi PMT yang sebelumnya menjadi
satu kesatuan dengan pembiayaan PMT; 3) Usulan pembiayaan distribusi dari
Gudang Kabupaten ke Puskesmas untuk pengadaan MT TA 2020; 4)
Penambahan alokasi dukungan manajemen PMT dari semula 1.307.200.000
menjadi 1.309.173, untuk pembiayan rapat diluar kantor dan honorarium
narasumber.

Selanjutnya revisi tersebut di usulkan melalu surat PIt. Dirjen Kesehatan
Masyarakat Nomor PR.04.02/1/704/2021 tanggal 23 Juni 2021 Hal Usulan revisi
anggaran satuan kerja Dit, Gizi Masyarakat TA. 2021, dan disampaikan ke Ditjen

Anggaran dengan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
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4) Revisi Refokusing (Efisiensi Tahap Ill) dan Perubahan Cataatan Halaman IV
DIPA TA 2021.

Revisi Efisiensi dan Perubahan catanan hal IV DIPA.A diusulkan melalui
surat PIt. Dirjen Kesehatan Masyarakat Nomor PR.04.02/1/751/2021 tanggal 1
Juli 2021 Hal Usulan Revisi Anggaran Satuan Kerja Lingkup Ditjen Kesehatan
Masyarakat TA. 2021. Revisi tersebut diusulkan sebagai tindak lanjut Surat
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor PR.04.02/1/14824/2021
tanggal 12 Juli 2021 dan upaya pencairan blokir anggaran lingkup Ditjen
Kesehatan Masyarakat TA. 2021.

Revisi diantaranya: 1) melakukan efisiensi dari anggaran yang tidak diblokir;
2) melakukan efsiensi dari anggaran yang diblokir; dan 3) penghapusan catatan
hal IV DIPA/Buka Blokir. Pemetaan anggaran revisi sebagai berikut:

NO | SATKER/KEWENANGAN ANGGARAN EFISIENSI ANGGARAN
(semula) (menjadi)

1 Setditjen Kesmas 97.119.404 | 10.140.387 86.979.017
2 Dit. Gizi Masyarakat 715.804.571 | 331.500.000 384.304.571
3 Dit. Kesja dan OR 43.730.192 | 10.100.000 33.630.192
4 Dit. Kesga 225.006.461 | 39.501.000 185.505.461
5 Dit. Promkes dan PM 185.633.419 | 33.000.000 152.633.419
6 Dit. Penyahatan

Lingkungan 307.335.380 | 33.500.000 273.835.380
7 BKTM Makasar 11.120.432 302.400 10.818.032
8 LKTM Palembang 6.446.657 300.000 6.146.657
9 BKOM Bandung 10.760.881 1.549.000 9.211.881
10 | DKI Jakarta 6.203.228 2.739.645 3.463.583
11 | Jawa Barat 18.474.550 8.647.517 9.827.033
12 | Jawa Tengah 19.906.419 9.568.865 10.337.554
13 | DI. Yogyakarta 5.527.381 2.351.073 3.176.308
14 | Jawa Timur 20.690.546 | 10.214.341 10.476.205
15 | Aceh 10.888.190 4.562.523 6.325.667
16 | Sumatera Utara 17.034.059 8.288.151 8.745.908
17 | Sumatera Barat 10.982.009 4.987.291 5.994.718
18 Riau 9.740.475 4.411.687 5.328.788
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NO | SATKER/KEWENANGAN ANGGARAN EFISIENSI ANGGARAN
(semula) (menjadi)
19 | Jambi 10.181.808 4.385.250 5.796.558
20 | Sumatera Selatan 12.503.151 5.506.347 6.996.804
21 | Lampung 12.202.459 5.317.020 6.885.439
22 | Kalimantan Barat 9.922.941 4.449.290 5.473.651
23 | Kalimantan Tengah 8.137.264 3.586.019 4.551.245
24 | Kalimantan Selatan 10.645.063 4.559.556 6.085.507
25 | Kalimantan Timur 9.809.873 4.485.748 5.324.125
26 | Sulawesi Utara 8.804.746 2.683.966 6.120.780
27 | Sulawesi Tengah 9.394.399 3.918.764 5.475.635
28 | Sulawesi Selatan 14.964.503 7.222.208 7.742.295
29 | Sulawesi Tenggara 8.959.850 3.950.938 5.008.912
30 | Maluku 8.119.566 3.850.730 4.268.836
31 | Bali 10.177.336 4.898.388 5.278.948
32 | Nusa Tenggara Barat 10.032.567 4.522.199 5.510.368
33 | Nusa Tenggara Timur 13.931.348 6.975.209 6.956.139
34 | Papua 16.648.740 8.759.729 7.889.011
35 | Bengkulu 9.120.406 3.406.014 5.714.392
36 | Maluku Utara 7.742.401 3.344.475 4.397.926
37 | Banten 9.110.913 4.064.965 5.045.948
38 | Bangka Belitung 7.260.106 3.414.556 3.845.550
39 | Gorontalo 8.379.883 3.970.767 4.409.116
40 | Kepulauan Riau 8.221.488 3.548.886 4.672.602
41 | Papua Barat 11.716.897 5.901.722 5.815.175
42 | Sulawesi Barat 8.106.272 3.592.557 4513.715
43 | Kalimantan Utara 8.131.442 3.697.282 4.434.160
JUMLAH 1.974.629.676 | 629.676.465 | 1.344.953.211

5) Revisi Refokusing (Efisiensi Tahap IV) Ditjen Kesehatan Masyarakat

Revisi dilakukan berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Nomor

PR.04.02/115191/2021 tanggal 30 Juli 2021 Hal Ketetapan refokusing belanja
(efisiensi)Kementerian Kesehatan TA. 2021, ditindaklanjuti melalui surat PIt.
Dirjen Kesehatan Masyarakat ke Sekjen dengan Nomor PR.04.02/1/874/2021
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tanggal 12 Agustus 2021 dan diteruskan ke DJA melalui Surat Sekretaris Jenderal
Nomor PR.04.02/1/15805/2021 tanggal 6 September 2021.

Refokusing meliputi beberapa hal : 1) Sisa anggaran belanja per 19 Juli 2021
yang belum terserap di luar Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tetapi
dapat meliputi alokasi Program Prioritas Nasional dan Anggaran Multiyears
Contract yang dapat di rekomposisi/diluncurkan ke tahun anggaran berikutnya, 2)
Sisa anggaran belanja per 19 Juli 2021untuk kegiatan single year TA 2021 yang
belum dapat dilaksanakan/belum selesai dapat di relaksasi menjadi Multiyears

Contract (MYC). Adapun besaran efisiensi anggaran adalah sebagai berikut:

NO SATKER/ ANGGARAN EFISIENS ANGGARAN
KEWENANGAN (semula) (menjadi)

1 Setditjen Kesmas 86.979.017 1.564.074 85.414.943
2 Dit. Gizi Masyarakat 384.304.571 | 15.000.000 369.304.571
3 Dit. Kesja dan OR 33.630.192 1.504.385 32.125.807
4 | Dit. Kesga 185.505.461 | 35.000.000 | 150.505.461
5 Dit. Promkes dan PM 152.633.419 | 33.933.241 118.700.178
6 Dit. Penyahatan

Lingkungan 273.835.380 | 15.000.000 | 258.835.380
7 BKTM Makasar 10.818.032 500.000 10.318.032
8 LKTM Palembang 6.146.657 350.000 5.796.657
9 BKOM Bandung 9.211.881 495.615 8.716.266
10 | DKI Jakarta 3.463.583 2.513.383 950.200
11 | Jawa Barat 9.827.033 3.735.047 6.091.986
12 | Jawa Tengah 10.337.554 7.612.189 2.725.365
13 | DI Yogyakarta 3.176.308 2.402.149 774.159
14 | Jawa Timur 10.476.205 7.450.061 3.026.144
15 | Aceh 6.325.667 3.053.958 3.271.709
16 | Sumatera Utara 8.745.908 3.527.829 5.218.079
17 | Sumatera Barat 5.994.718 2.959.172 3.035.546
18 | Riau 5.328.788 2.343.901 2.984.887
19 | Jambi 5.796.558 2.308.350 3.488.208

54 | LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2021



NO SATKER/ ANGGARAN EFISIENS ANGGARAN
KEWENANGAN (semula) (menjadi)

20 | Sumatera Selatan 6.996.804 4.890.854 2.105.950
21 | Lampung 6.885.439 3.144.943 3.740.496
22 | Kalimantan Barat 5.473.651 2.836.095 2.637.556
23 | Kalimantan Tengah 4.551.245 2.663.532 1.887.713
24 | Kalimantan Selatan 6.085.507 2.987.723 3.097.784
25 | Kalimantan Timur 5.324.125 2.839.271 2.484.854
26 | Sulawesi Utara 6.120.780 2.602.780 3.518.000
27 | Sulawesi Tengah 5.475.635 2.134.528 3.341.107
28 | Sulawesi Selatan 7.742.295 3.372.196 4.370.099
29 | Sulawesi Tenggara 5.008.912 2.249.216 2.759.696
30 | Maluku 4.268.836 2.675.012 1.593.824
31 | Bali 5.278.948 2.297.235 2.981.713
32 | Nusa Tenggara Barat 5.510.368 2.890.565 2.619.803
33 | Nusa Tenggara Timur 6.956.139 2.981.652 3.974.487
34 | Papua 7.889.011 3.401.644 4.487.367
35 | Bengkulu 5.714.392 2.091.499 3.622.893
36 | Maluku Utara 4.397.926 2.680.477 1.717.449
37 | Banten 5.045.948 2.789.891 2.256.057
38 | Bangka Belitung 3.845.550 2.316.310 1.529.240
39 | Gorontalo 4.409.116 621.867 3.787.249
40 | Kepulauan Riau 4.672.602 2.650.116 2.022.486
41 | Papua Barat 5.815.175 2.664.876 3.150.299
42 | Sulawesi Barat 4.513.715 2.702.990 1.810.725
43 | Kalimantan Utara 4.434.160 2.671.063 1.763.097

JUMLAH 1.344.953.211 | 206.409.689 | 1.138.543.522

6) Revisi Efisiensi Tahap V TA 2021
Reuvisi dilakukan sebagai tindak lanjut dari identifikasi penyerapan anggaran

Kementerian Kesehatan TA 2021 sampai akhit Desember 2021. Diusulkan
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berdasarakan surat Sekretaris Jenderal Nomor PR.04.02/1/18320/2021 tanggal
21 September 2021 hal Refokusing dan Efisiensi anggaran Kementerian
Kesehatan Tahap V, melalui surat PIt. Dirjen Kesehatan Masyarakat ke
Sekretaris Jenderal nomor PR.04.02/1/1011/2021 tanggal 28 September 2021
hal Refokusing dan efisiensi anggaran Tahap V Ditjen Kesehatan Masyarakat
TA. 2021, dilanjutkan Surat Sekretaris Jenderal ke Ditjen Anggaran No.
PR.04.02/1/18602/2021 tanggal 8 Oktober 2021 hal Usulan Revisi Refokusing
dan efisiensi belanja Kementerian Kesehatan TA 2021 Tahap V.

Efisiensi dilakukan pada dua satuan kerja; 1) Direktorat Gzi Masyarakat
sebesar Rp.72.274.289.000,- dengan pengurangan pada kegiatan Pengadaan
PMT Bumil KEK Rp. 33.240.558.000 dan pengurangan pada pengadaan PMT
Balita Kurus Rp.35.969.724,- efisiensi tersebut berasal dari sisa anggaran
pengadaan yang telah dilaksanakan melalui e-katalog LKPP dan tidak
berdampak pada pengurangan jumlah target volume RO, selain dari pada itu,
pengurangan juga dilakukan dari sisa anggaran pada kegiatan Bimbingan
teknis/pendampingan gizi masyarakat, Surveilanas Gizi yang ditingkatkan
kualitasnya, NSPK, Tenaga Kesehatan yang dilatih teknis percepatan
penurunan stunting dan kegiatan gizi masyarakat, koordinasi dan advokasi
dalam pembinaan gizi masyarakat; 2) Sekretariat Ditien Kesehatan Masyarakat
sebesar Rp. 1.400.000.000,- efisiensi dilakukan pada sisa anggaran belanja
pegawai yang diperkirakan tidak akan terserap sampai akhir tahun 2021.

ANGGARAN ANGGARAN
NO | SATKER/KEWENANGAN EFISIENSI o
(semula) (menjadi)
1 Setditjen Kesmas 85.414.943 | 1.400.000 84.014.943
2 Dit. Gizi Masyarakat 369.304.571 | 72.274.289 297.030.282
3 Dit. Kesja dan OR 32.125.807 - 32.125.807
4 Dit. Kesga 150.505.461 - 150.505.461
5 Dit. Promkes dan PM 118.700.178 - 118.700.178
6 Dit. Penyehatan
. 258.835.380 - 258.835.380
Lingkungan
7 BKTM Makasar 10.318.032 - 10.318.032
8 LKTM Palembang 5.796.657 - 5.796.657
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ANGGARAN ANGGARAN

NO | SATKER/KEWENANGAN EFISIENSI o
(semula) (menjadi)
9 BKOM Bandung 8.716.266 - 8.716.266
10 | DEKONSENTRASI 98.826.227 - 98.826.227
JUMLAH 1.138.543.522 | 73.674.289 | 1.064.869.233

7) Revisi Efisiensi Tahap VI TA 2021
Pengusulan revisi efisiensi berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal nomor
PR.04.02/1/18987/2021 tanggal 26 Oktober 2021 hal Refokusing dan Efisiensi
anggaran Kementerian Kesehatan Tahap VI, diusulkan melalui Surat Sekretaris
Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor PR.04.02/1/19351/2021 tanggal 29

Oktober 2021 Hal Usulan revisi anggaran Kementerian Kesehatan TA. 2021

Tahap VI.

Bersamaan dengan revisi tersebut diusulkan pengurangan pagu belanja

PNBP pada satker Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung dan Balai

Kesehatan Tradisonal Masyaralat Makasar dengan nilai Rp 707.180.000, dan

penerimaan hibah langsung pada Satker Direktorat Gizi Masyarakat sebesar Rp.

1.563.566.000,- Berikut pemetaan alokasi anggaran revisi tersebut:

o SATKER/ ANGGARAN [ Lo o o[ PEVANBAWAN | PENGURANGAN | ANGGARAN
KEWENANGAN (semula) PHLN PNBP (menjadi)
1 | Setditien Kesmas 84.014.943 | 1.052.878 3 - 82.962.065
2 | DG 207.030.282 | 11.160.549 | 1.563.566 .| 287.433.299
Masyarakat
3 cD)IFté Kesja dan 32.125.807 600.000 ; ; 31.525.807
4 | Dit Kesga 150.505.461 | 1.000.000 3 - 149.505.461
5 E;\t/i Promkes dan | 114200178 | 1.700.000 ; .| 117.000.178
6 | Dit. Penyahatan 258.835.380 800.000 ; .| 258.035.380
Lingkungan
7 | BKTM Makasar 10.318.032 - 289.505 10.028.527
8 | LKTM 5.796.657 ; ; 5.796.657
Palembang
9 | BKOM Bandung 8.716.266 - 417.675 8.298.501
10 | DKl Jakarta 950.200 171512 - - 778.688
11 | Jawa Barat 6.091.986 | 1.448.712 - - 4.643.274
12 | Jawa Tengah 2.725.365 390.700 - - 2.334.665
13 | DI. Yogyakarta 774.159 - - 774.159
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NO SATKER/ ANGGARAN EFISIENS| | TEVAMBAHAN || PENGURANGAN ANGGARAN

KEWENANGAN (semula) PHLN PNBP (menjadi)
14 | Jawa Timur 3.026.144 500.000 - - 2.526.144
15 | Aceh 3.271.709 500.000 - - 2.771.709
16 | Sumatera Utara 5.218.079 500.000 - - 4.718.079
17 | Sumatera Barat 3.035.546 - - 3.035.546
18 Riau 2.984.887 - - 2.984.887
19 | Jambi 3.488.208 - - 3.488.208
20 | Sumatera Selatan 2.105.950 - - 2.105.950
21 | Lampung 3.740.496 - - 3.740.496
22 | Kalimantan Barat 2.637.556 - - 2.637.556
23 $:'r'];“:‘:tan 1.887.713 ; - 1.887.713
24 g::::;:tan 3.097.784 ; - 3.097.784
25 | Kalimantan Timur 2.484.854 - - 2.484.854
26 | Sulawesi Utara 3.518.000 - - 3.518.000
27 | Sulawesi Tengah 3.341.107 - - 3.341.107
28 | Sulawesi Selatan 4.370.099 256.846 - - 4.113.253
29 | Sulawesi 2.759.696 ; - 2.759.696

Tenggara
30 | Maluku 1.593.824 - - 1.593.824
31 | Bali 2.981.713 - - 2.981.713
32 :;f:t Tenggara 2.619.803 ; ; 2.619.803
33 ?'il::jr Tenggara 3.974.487 . . 3.974.487
34 | Papua 4.487.367 - - 4.487.367
35 | Bengkulu 3.622.893 - - 3.622.893
36 | Maluku Utara 1.717.449 - - 1.717.449
37 | Banten 2.256.057 850.012 - - 1.406.045
38 | Bangka Belitung 1.529.240 - - 1.529.240
39 | Gorontalo 3.787.249 - - 3.787.249
40 | Kepulauan Riau 2.022.486 65.300 - - 1.957.186
41 | Papua Barat 3.150.299 - - 3.150.299
42 | Sulawesi Barat 1.810.725 - - 1.810.725
43 | Kalimantan Utara 1.763.097 - - 1.763.097

JUMLAH 1.064.869.233 | 20.996.509 1.563.566 707.180 | 1.044.729.110

8) Revisi Efisiensi Tahap VII TA 2021
Revisi dilakukan berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Nomor

PR.04.02/1/21628/2021 tangga 19 November 2021 hal Refokusing anggaran
Kementerian Kesehatan TA 2021 Tahap VII, diusulkan kepada Sekjen melalui
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surat Plt. Dirjen Kesehatan Masyarakat Nomor PR.04.02/1/1237/2021 tanggal 2
Desember 2021 hal Usulan revisi anggaran efisiensi tahap VII lingkup Ditjen
Kesehatan Masyarakat,
Sekretaris Jenderal Nomor PR.04.02/1/22361/2021 tanggal 10 Desember 2021

hal Usulan Revisi Refocusing Anggaran Kementerian Kesehatan TA. 2021

ditindaklanjuti ke Ditjen Anggaran melalui surat

Tahap VII dengan pemetaan efisiensi sebagai berikut:

NO | SATKER/KEWENANGAN ANGGARAN | EFISIENSI | ANGGARAN
(semula) NON PEN (menjadi)

1 Setditjen Kesmas 82.962.065 261.272 82.700.793
2 Dit. Gizi Masyarakat 287.433.299 | 5.000.000 282.433.299
3 Dit. Kesja dan OR 31.525.807 250.000 31.275.807
4 Dit. Kesga 149.505.461 387.459 149.118.002
5 Dit. Promkes dan PM 117.000.178 - 117.000.178
6 Dit. Penyahatan Lingkungan 258.035.380 500.000 257.535.380
7 BKTM Makasar 10.028.527 - 10.028.527
8 LKTM Palembang 5.796.657 - 5.796.657
9 BKOM Bandung 8.298.591 250.000 8.048.591
10 | DKI Jakarta 778.688 - 778.688
11 | Jawa Barat 4.643.274 - 4.643.274
12 | Jawa Tengah 2.334.665 - 2.334.665
13 | DI. Yogyakarta 774.159 - 774.159
14 | Jawa Timur 2.526.144 433.588 2.092.556
15 | Aceh 2.771.709 533.128 2.238.581
16 | Sumatera Utara 4.718.079 217.000 4.501.079
17 | Sumatera Barat 3.035.546 - 3.035.546
18 | Riau 2.984.887 - 2.984.887
19 | Jambi 3.488.208 - 3.488.208
20 | Sumatera Selatan 2.105.950 - 2.105.950
21 | Lampung 3.740.496 - 3.740.496
22 | Kalimantan Barat 2.637.556 - 2.637.556
23 | Kalimantan Tengah 1.887.713 - 1.887.713
24 | Kalimantan Selatan 3.097.784 - 3.097.784
25 | Kalimantan Timur 2.484.854 - 2.484.854
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NO | SATKER/KEWENANGAN ANGGARAN | EFISIENSI | ANGGARAN
(semula) NON PEN (menjadi)
26 | Sulawesi Utara 3.518.000 - 3.518.000
27 | Sulawesi Tengah 3.341.107 - 3.341.107
28 | Sulawesi Selatan 4.113.253 - 4.113.253
29 | Sulawesi Tenggara 2.759.696 - 2.759.696
30 | Maluku 1.593.824 - 1.593.824
31 | Bali 2.981.713 - 2.981.713
32 | Nusa Tenggara Barat 2.619.803 - 2.619.803
33 | Nusa Tenggara Timur 3.974.487 - 3.974.487
34 | Papua 4.487.367 - 4.487.367
35 | Bengkulu 3.622.893 - 3.622.893
36 | Maluku Utara 1.717.449 - 1.717.449
37 | Banten 1.406.045 - 1.406.045
38 | Bangka Belitung 1.529.240 - 1.529.240
39 | Gorontalo 3.787.249 - 3.787.249
40 | Kepulauan Riau 1.957.186 - 1.957.186
41 | Papua Barat 3.150.299 - 3.150.299
42 | Sulawesi Barat 1.810.725 - 1.810.725
43 | Kalimantan Utara 1.763.097 - 1.763.097
JUMLAH 1.044.729.110 7.832.447 | 1.036.896.663

9) Revisi Penambahan Pagu dengan Sumber Dana PHLN

Revisi ini merupakan usulan penambahan pagu terkait kegiatan-kegiatan

yang pembiayaanya dilakukan melalui hibah luar negeri. Terdapat di tiga satuan

kerja (anggaran PHLN Dit Gizi sudah masuk dalam revisi efisiensi tahap VI)

dengan total anggaran sebesar Rp. 9.183.724.000. Berikut Satker dengan

penambahan pagu dari hibah luar negeri TA 2021.

SATKER ANGGARAN | PENAMBAHAN | ANGGARAN
NO /IKEWENANGAN (semula) PHLN (menjadi)
1 Setditjen Kesmas 82.700.793 - 82.700.793
2 Dit. Gizi Masyarakat 282.433.299 - | 282.433.299
3 Dit. Kesja dan OR 31.275.807 1.418.367 32.694.174
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SATKER ANGGARAN | PENAMBAHAN | ANGGARAN
NO /IKEWENANGAN (semula) PHLN (menjadi)
Dit. Kesga 149.118.002 7.639.404 156.757.406
Dit. Promkes dan PM 117.000.178 125.953 117.126.131
Dit. Penyahatan
Lingkungan 257.535.380 | 257.535.380
7 BKTM Makasar 10.028.527 - 10.028.527
8 LKTM Palembang 5.796.657 - 5.796.657
BKOM Bandung 8.048.591 - 8.048.591
10 | DKI Jakarta 778.688 - 778.688
11 | Jawa Barat 4.643.274 - 4.643.274
12 | Jawa Tengah 2.334.665 - 2.334.665
13 | DI. Yogyakarta 774.159 - 774.159
14 | Jawa Timur 2.092.556 - 2.092.556
15 | Aceh 2.238.581 - 2.238.581
16 | Sumatera Utara 4.501.079 - 4.501.079
17 | Sumatera Barat 3.035.546 - 3.035.546
18 | Riau 2.984.887 - 2.984.887
19 | Jambi 3.488.208 - 3.488.208
20 | Sumatera Selatan 2.105.950 - 2.105.950
21 | Lampung 3.740.496 - 3.740.496
22 | Kalimantan Barat 2.637.556 - 2.637.556
23 | Kalimantan Tengah 1.887.713 - 1.887.713
24 | Kalimantan Selatan 3.097.784 - 3.097.784
25 | Kalimantan Timur 2.484.854 - 2.484.854
26 | Sulawesi Utara 3.518.000 - 3.518.000
27 | Sulawesi Tengah 3.341.107 - 3.341.107
28 | Sulawesi Selatan 4.113.253 - 4.113.253
29 | Sulawesi Tenggara 2.759.696 - 2.759.696
30 | Maluku 1.593.824 - 1.593.824
31 | Bali 2.981.713 - 2.981.713
32 | Nusa Tenggara Barat 2.619.803 - 2.619.803
33 | Nusa Tenggara Timur 3.974.487 - 3.974.487
34 | Papua 4.487.367 - 4.487.367
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SATKER ANGGARAN | PENAMBAHAN | ANGGARAN

NO /IKEWENANGAN (semula) PHLN (menjadi)
35 | Bengkulu 3.622.893 - 3.622.893
36 | Maluku Utara 1.717.449 - 1.717.449
37 | Banten 1.406.045 - 1.406.045
38 | Bangka Belitung 1.529.240 - 1.529.240
39 | Gorontalo 3.787.249 - 3.787.249
40 | Kepulauan Riau 1.957.186 - 1.957.186
41 | Papua Barat 3.150.299 - 3.150.299
42 | Sulawesi Barat 1.810.725 - 1.810.725
43 | Kalimantan Utara 1.763.097 - 1.763.097
JUMLAH 1.036.896.663 9.183.724 | 1.046.080.387

Sumber daya anggaran merupakan unsur utama selain SDM dalam

menunjang pencapaian indikator kinerja. Peranan pembiayaan sangat
berpengaruh terhadap penentuan arah kebijakan dan pelaksanaan kegiatan
yang berhubungan dengan upaya pembangunan Program Kesehatan
Masyarakat. Lebih terperinci alokasi dan realisasi anggaran menurut jenis

anggaran dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5. Realisasi Anggaran Program Kesehatan Masyarakat Tahun 2021

No | Satuan Kerja Alokasi (Rp) Realisasi SP2D | % Realisasi
(Rp) SP2D
1 | Dekonsentrasi 92.959.429.000 86.983.784.495 93,57
2 | Kantor Pusat 929.247.183.000 887.841.227.048 95,54
3 | Kantor 23.873.775.000 23.133.627.724 96,90
Daerah
TOTAL 1.046.080.387.000 | 997.985.639.267 95,40

Sumber Data: Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Tahun 2021

(Cut off 10 Januari 2022)

Dari sisi akuntabilitas, kewenangan pemerintah pusat terkait akuntabilitas

dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan telah dilimpahkan kepada gubernur
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sebagai kepala daerah tingkat |. Oleh karenanya pembiayaan melalui
dekonsentrasi menjadi tanggungjawab dinas kesehatan provinsi dan
kabupaten/kota kepada gubernur dan bupati/walikota. Sehingga dalam
pertanggungjawaban akuntabilitas menjadi kewenangan pemerintah daerah

sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Tabel 6. Realisasi Anggaran Program Kesehatan Masyarakat Tahun 2021

No | Jenis Belanja Alokasi Realisasi SP2D % Realisasi SP2D
Belanja Pegawai 67.974.991.000 66.533.468.160 97,88
Belanja Barang 969.245.845.000 922.648.954.711 95,19
Belanja Modal 8.859.551.000 8.776.216.396 99,06

TOTAL 1.046.080.387.000 | 997.958.639.267 95,40

Terdapat sisa dana sebesar Rp 48.121.747.733,- (4,60% dari total anggaran),

terdiri dari :

a. Belanja Pegawai sebesar Rp,- 1.441.522.840,- berasal dari sisa dana
penggunaan belanja pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) , belanja pegawai
seperti belanja gaji, belanja tunjangan, belanja uang makan dan lainnya.

b. Belanja Barang sebesar Rp 46.596.890.289,- berasal dari sisa dana kegiatan
yang tidak terlaksana diantaranyasia optimalisasi kegiatan belanja barang
lewat proses pengadaan dan sisa kegiatan swakelola.

c. Belanja Modal sebesar Rp 83.334.604,- berasal dari sisa optimalisasi kegiatan
pembelian/pengadaan belanja modal pada Satuan Kerja Kantor Pusat dan
Kantor Daerah Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.

Tabel 7. Realisasi Dekonsentrasi di lingkungan Ditjen Kesehatan Masyarakat

No Nama Satker Alokasi Realisasi SP2D % Realisasi SP2D
1 DKI Jakarta 778,688,000 725,444,600 93.16
2 Jawa Barat 4,643,274,000 4,233,425,170 91.17
3 Jawa Tengah 2,334,665,000 2,111,047,500 90.42
4 DI. Yogyakarta 774,159,000 756,888,850 97.77
5 Jawa Timur 2,092,556,000 1,786,385,731 85.37

63 | LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2021




No Nama Satker Alokasi Realisasi SP2D % Realisasi SP2D
6 Aceh 2,238,581,000 1,852,507,620 82.75
7 Sumatera Utara 4,501,079,000 4,478,729,050 99.50
8 Sumatera Barat 3,035,546,000 2,628,357,260 86.59
9 Riau 2,984,887,000 2,837,744,245 95.07
10 | Jambi 3,488,208,000 3,324,903,000 95.32
11 Sumatera Selatan 2,105,950,000 2,025,744,050 96.19
12 | Lampung 3,740,496,000 3,441,346,932 92.00
13 | Kalimantan Barat 2,637,556,000 2,434,354,350 92.30
14 | Kalimantan Tengah 1,887,713,000 1,824,056,550 96.63
15 | Kalimantan Selatan 3,097,784,000 2,728,244,800 88.07
16 | Kalimantan Timur 2,484,854,000 2,085,778,447 83.94
17 | Sulawesi Utara 3,518,000,000 3,493,840,000 99.31
18 | Sulawesi Tengah 3,341,107,000 3,328,169,400 99.61
19 | Sulawesi Selatan 4,113,253,000 3,729,851,600 90.68
20 | Sulawesi Tenggara 2,759,696,000 2,718,759,400 98.52
21 | Maluku 1,593,824,000 1,376,493,348 86.36
22 | Bali 2,981,713,000 2,920,084,444 97.93
23 | Nusa Tenggara Barat 2,619,803,000 2,602,419,300 99.34
24 | Nusa Tenggara Timur 3,974,487,000 3,943,129,364 99.21
25 | Papua 4,487,367,000 3,627,281,480 80.83
26 | Bengkulu 3,622,893,000 3,618,528,800 99.88
27 | Maluku Utara 1,717,449,000 1,702,916,400 99.15
28 | Banten 1,406,045,000 1,357,860,500 96.57
29 | Bangka Belitung 1,529,240,000 1,485,728,816 97.15
30 | Gorontalo 3,787,249,000 3,588,731,910 94.76
31 | Kepulauan Riau 1,957,186,000 1,940,641,250 99.15
32 | Papua Barat 3,150,299,000 2,838,409,466 90.10
33 | Sulawesi Barat 1,810,725,000 1,774,097,400 97.98
34 | Kalimantan Utara 1,763,097,000 1,661,883,462 94.26
Total Dekonsentrasi 92,959,429,000 86,983,784,495 93.57
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Grafik 12. Persentase Realisasi Dana Dekonsentrasi Program Kesmas Tahun 2021
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Sumber Data: Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Tahun 2021
(Cut off 10 Januari 2022)

Selain sumber daya anggaran di kantor pusat, Direktorat Jenderal Kesehatan
Masyarakat juga didukung sumberdaya anggaran yang berada di kantor daerah
yaitu pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari: a) BKTM Makassar, b)
LKTM Palembang dan BKOM Bandung. Secara umum serapan anggaran pada

kantor daerah sebesar 96,90%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8. Realisasi Anggaran Program Kesehatan Masyarakat

No Satuan Kerja Alokasi Realisasi %
BKTM Makassar 10.028.527.000 9.858.494.925 98,30
LKTM Palembang 5.796.657.000 5.589.067.503 96,42

3 BKOM Bandung 8.048.591.000 7.686.065.296 95,50

Total 23.873.775.000 23.133.627.724 96,90

Pada awal tahun 2021 telah disusun kegiatan yang akan dilakukan untuk
mencapai target kinerja yang ditetapkan tetapi terjadi beberapa refocusing anggaran
untuk pengendalian pandemi COVID-19. Proses refocusing berkali-kali menjadi
salah satu hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021 sehingga
program dan kegiatan tidak berjalan optimal. Berikut sandingan capaian kinerja
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dengan capaian realisasi anggaran tahun 2021. Tercapainya indikator kinerja
program dilakukan dengan cara memodifikasi kegiatan yang semula dilaksanakan
luring menjadi daring/hybrid untuk mencegah penularan covid-19. Selain itu tidak
lepas dukungan dana di luar APBN seperti DAK Non Fisik, PHLN, Hibah dll.

Tabel 9. Sandingan Capaian Kinerja dan Capaian Realisasi Indikator Kinerja
Program Kesehatan Masyarakat

No Indikator Kinerja Program Capaian Kinerja | Capaian Realisasi
1 | Persentase ibu bersalin di fasilitas
101,44% 98,6%
pelayanan kesehatan (PF)
2 | Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik
136,55% 97,08
(KEK)
3 | Persentase Desa/Kelurahan dengan Stop
100,46% 97,06%

Buang Air Besar Sembarangan (SBS)

4 | Persentase Kabupaten/Kota yang
menerapkan kebijakan Gerakan 128,97% 94%
Masyarakat Hidup Sehat

10)Efisiensi Sumber Daya

Berdasarkan PMK Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi
Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga, efisiensi dilakukan dengan menjumlahkan selisih antara alokasi
anggaran program dikali dengan capaian ouput program dikurangi dengan realisasi
anggaran program kemudian di bandingkan dengan penjumlahan alokasi anggaran
program. Nilai tertinggi efisiensi output program adalah 20% (dua puluh persen) dan
nilai terendah sebesar -20% (minus dua puluh persen). Rumus perhitungan Efisiensi

yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

YL, ((AA Program; x COP;) — RA Program,)

Bor = n_ (AA Program;) * 100%
Keterangan:

Eop : efisiensi Output Program tingkat unit eselon I
AA Program; : alokasi anggaran program i

RA Programi : realisasi anggaran program i

COPR; : capaian Output Program i

n : jumlah program pada suatu unit eselon I
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Nilai efisiensi diperoleh dari;

E
NE = 50% + (55 X 50)
Keterangan:
NE : Nilai efisiensi

E : Efisiensi

Nilai Efisiensi yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah nilai skala
terendah 0% maksimal 100%.

Sehingga pada aplikasi e-monev DJA data per tanggal 15 Januari 2022, nilai
kinerja Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sebesar 90,07 dan masuk dalam
kategori sangat baik. Penilaian dengan rincian antara lain Capaian Sasaran Program
sebesar 100%, Capaian Output Program sebesar 100%, Penyerapan Anggaran
95,4%, Konsistensi Penyerapaan Anggaran terhadap perencanaan sebesar 85,65%,

rata-rata nilai kinerja satker sebesar 84,73%, Efisiensi 4,96 dan Nilai Efisiensi 62,4%.

Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat menerapkan pelaksanaan aktivitas
secara efektif dan efisien dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Kebijakan yang
dilakukan, yaitu pertemuan yang melibatkan peserta dengan jumlah banyak dengan
pertemuan secara virtual dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan monitoring

program dilakukan berdasarkan prioritas.
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BAB IV PENUTUP

Indikator kinerja (IK) Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat terdiri atas 4
(empat) indikator, yaitu:

1) Persentase ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) dengan capaian

90,28% dari target 89% maka kinerja indikator ini adalah 101,44%

2) Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) dengan capaian sebesar
8,7 % dari target 14,5% dari capaian ini maka kinerja untuk progam ini adalah
140%;

3) Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)
dengan capaian indikator sebesar 50,23% dari target 50% maka indikator
kinerjanya 100,46 %

4) Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan gerakan
masyarakat hidup sehat dengan capaian 45,14% dari target 35% maka
indikator kinerjanya 128,97 %

Keempat indikator tersebut dilaksanakan di tingkat Puskesmas, di mana pusat
berperan untuk memastikan indikator tersebut berjalan sebagaimana mestinya
melalui dukungan dari tahap perencanaan (penyusunan pedoman, penyediaan
pembiayaan, sarana prasarana, alat kesehatan, SDM kesehatan), pelaksanaan
(sosialisasi, orientasi, refreshing) dan monitoring evaluasi.

Keberhasilan indikator utamanya ditentukan dari ketersediaan data, format
laporan rutin, kejelasan mekanisme pelaporan dan tidak adanya perubahan indikator.
Untuk analisa penghambat, beberapa poin yang perlu digarisbawahi adalah belum
adanya sistem pencatatan dan pelaporan terintegrasi satu pintu dan masih berjalan
berdasarkan program masing-masing, selain itu adanya perubahan perangkat
organisasi dan tata kelola berakibat pengelola program perlu belajar memahami
kembali tiap indikator tersebut.

Pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak tahun 2020 menyebabkan gangguan
terhadap pelayanan Kesehatan. Tenaga Kesehatan terbatas karena fokus terhadap
respon COVID-19. Selain itu tenaga Kesehatan juga berisiko terkena COVID-19 yang
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menyebabkan kesakitan dan kematian juga meningkat, masyarakat masih takut
mengunjungi fasiltas pelayanan Kesehatan karena takut terpapar COVID-19.

Alternatif solusi yang dapat diberikan, antara lain memaksimalkan pembinaan
penyelenggaraan program dan terfokus pada daerah sasaran yang aktif kepada
seluruh pengelola kesehatan di daerah dalam percepatan pencapaian target
indikator program serta memaksimalkan komunikasi aktif baik melalui media
elektronik maupun surat menyurat kepada seluruh pimpinan daerah dalam rangka
implementasi serta monitoring evaluasi data dan pelaporan tepat waktu, terutama
dengan pelaksanaan kegiatan melalui daring dimana banyak faktor yang sangat
mempengaruhi terhadap pelaksanaan kegiatan Program Kesehatan Masyarakat
dengan memperhatikan Protokol Kesehatan.

Pada tahun 2021, Ditjen Kesmas mengalami perubahan alokasi anggaran (Pagu)
semula Rp. 1.980.645.294.000,- menjadi Rp.1.046.080.387.000,- disebabkan
adanya pemotongan, efisiensi, tambahan hibah dan perubahan anggaran untuk
menyesuaiakan kegiatan di era pandemi COVID-19. Namun demikian, dalam
realisasi anggaran telah mencapai Rp. 997.958.639.267,- (95,40%).

Salah satu upaya untuk meningkatkan capaian antara lain dengan melanjutkan
pendampingan dana dekon dan DAK yang optimal, untuk percepatan capaian
Program Kesmas secara menyeluruh untuk tahun tahun berikutnya, baik dilakukan

secara daring (online) maupun luring (offline).
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